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KATA PENGANTAR 

 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi merupakan tindak lanjut dari 

Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Nomor PR.09/7066/Bappeda tanggal 22 

Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2023.  

Laporan ini berisi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tingkat 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2023 

yang bertujuan untuk mengevaluasi realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja 

baik pada level Sasaran, Program, Kegiatan sampai dengan Sub kegiatan, serta 

mengevaluasi kebijakan perencanaan anggaran yang perlu diambil apabila terdapat 

Sasaran/program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya.  

Dengan adanya laporan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bekasi berdasarkan nilai presentase realisasinya dibandingkan dengan 

nominal anggaran tahun berjalan. Selain itu, adanya laporan evaluasi ini digunakan 

untuk mengetahui kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil pada 

evaluasi Renja di periode laporan berikutnya. Untuk itu segala kritik dan saran sangat 

diharapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan kegiatan ke depan. 

 
Bekasi, 29 Desember 2023 
KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN BEKASI 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah mencakup penilaian terhadap capaian 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Penilaian dimaksud berupa realisasi 

pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyerapan dana serta 

kendala yang dihadapi. Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah dilakukan 

oleh Perangkat Daerah setiap triwulan dalam tahun anggaran. Pelaksanaan Renja 

dilakukan setiap triwulan sebagai landasan penyusunan evaluasi pelaksanaan RKPD dan 

pelaksanaan evaluasi Renstra perangkat daerah, kemudian hasil evaluasi pelaksanaan 

RKPD dan evaluasi pelaksanaan Renstra menjadi landasan penyusunan evaluasi 

pelaksanaan RPJMD, adapun hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD menjadi landasan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD.  

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bekasi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi terutama evaluasi terhadap capaian target 

kinerja Sasaran/program/kegiatan/Sub kegiatan dan penyerapan dana/anggaran 

indikatif kegiatan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.  

Adapun tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi adalah untuk : 

1. Menilai keselarasan program Renja dengan Renstra Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.  

2. Mengidentifikasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan/Subkegiatan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

3. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian 

pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dengan target yang sudah 

direncanakan. 
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4. Menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi tahun berikutnya. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan target yang ingin dicapai Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut:  

 
Tabel 1.2 

Tujuan dan Sasaran Renja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2023 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target 
2023 

Terwujudnya 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 
Daerah menuju Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang berkualitas 

Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
 

Indeks Perencanaan 84,17 Poin 

Meningkatnya Kualitas  
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Indeks Kinerja 
Pengendalian 
Pembangunan Daerah 
 

65 Poin 

 

1.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

Program dan Kegiatan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 1.3 

Program dan Kegiatan Renja Bappeda 
Tahun 2023 

Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

5.01 PERENCANAAN 28.033.659.781 

5.01.01  
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Reformasi Birokrasi 64,74 Poin 18.343.895.000 

5.01.01.2.
01 

  
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang sesuai dengan 
ketentuan 

11 Dokumen 401.964.000 

5.01.01.2.
01.01 

   
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 dokumen 76.541.000 

5.01.01.2.
01.02 

   

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 laporan 26.240.000 

5.01.01.2.
01.07 

   Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 laporan 299.183.000 

5.01.01.2.
02 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Perangkat 
Daerah 

3  Laporan 14.551.885.000 

5.01.01.2.
02.01 

   Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

51 orang 14.334.000.000 

5.01.01.2.
02.05 

   
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1 laporan 9.050.000 
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Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 

5.01.01.2.
02.07 

   

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran  SKPD 

19 laporan 208.835.000 

5.01.01.2.
05 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen  administrasi 
kepegawaian perangkat daerah 

1  Dokumen 128.200.000 

5.01.01.2.
05.03 

   Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

1 dokumen 128.200.000 

5.01.01.2.
06 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Tersedianya layanan administrasi 
umum perangkat daerah selama 12 
bulan 

8 Layanan 1.346.184.800 

5.01.01.2.
06.02 

   Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang  Disediakan 

3 paket 214.600.000 

5.01.01.2.
06.03 

   Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket  Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

2 paket 41.870.000 

5.01.01.2.
06.04 

   Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   
yang Disediakan 

2 paket 127.655.000 

5.01.01.2.
06.05 

   Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2 paket 87.999.800 

5.01.01.2.
06.06 

   
Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 dokumen 26.160.000 

5.01.01.2.
06.08 

   Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

6 laporan 33.150.000 

5.01.01.2.
06.09 

   
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2 laporan 780.000.000 

5.01.01.2.
06.10 

   Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

2 dokumen 34.750.000 

5.01.01.2.
07 

  
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 
diadakan dalam satu tahun  

35  unit 1.077.000.000 

5.01.01.2.
07.10 

   
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

35 unit 1.077.000.000 

5.01.01.2.
08 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Tersedianya layanan jasa penunjang 
urusan pemerintahan perangkat 
daerah selama 12 bulan  

8 laporan 369.007.200 

5.01.01.2.
08.02 

   
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan  

2 laporan 209.700.000 

5.01.01.2.
08.04 

   Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

6 laporan 159.307.200 

5.01.01.2.
09 

  
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 
dipelihara dalam setahun 

105 unit 469.654.000 

5.01.01.2.
09.01 

   

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

24 unit 203.699.000 

5.01.01.2.
09.09 

   
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

1 unit 187.205.000 

5.01.01.2.
09.10 

   

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  
Kantor atau Bangunan  Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi  

80 unit 78.750.000 

5.01.02  
Program Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Tingkat Integrasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah 
 

 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Propinsi  
dan Nasional dengan Program  
Prioritas Pemerintah Daerah 
 

Tingkat Kinerja Proses  
Pengendalian Pembangunan  
Daerah 

100 

 
68 

 
 
 

65 
  

Persen 

 
Persen  

 
 
 
 

Persen  

5.104.022.700 

5.01.02.2.
01 

  Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Jumlah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

5 Dokumen 1.749.506.000 

5.01.02.2.
01.03 

   Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

 
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 
  

1 
Berita 
Acara 

95.902.000 



 

4 

 

Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 

5.01.02.2.
01.04 

   Koordinasi Pelaksanaan 
Forum SKPD/Lintas SKPD 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

1 
Berita 
Acara 

327.516.000 

5.01.02.2.
01.05 

   Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

1 
Berita 
Acara 

583.850.000 

5.01.02.2.
01.06 

   
Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

187 usulan 89.090.000 

5.01.02.2.
01.07 

   

Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)  

2 dokumen 653.148.000 

5.01.02.2.
02 

  

Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Dokumen Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

3 dokumen 985.006.700 

5.01.02.2.
02.01 

   
Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

3 Masukan 813.926.700 

5.01.02.2.
02.02 

   

Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

105 orang 44.180.000 

5.01.02.2.
02.03 

   
Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah  yang Diterbitkan 

1 buku 126.900.000 

5.01.02.2.
03 

  
Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen laporan  
Capaian Program Prioritas Daerah 
 

Jumlah Dokumen laporan capaian 
Sasaran Daerah  

1 
 
 

1 

Laporan 
 
 

Laporan  

2.369.510.000 

5.01.02.2.
03.01 

   

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah di Kabupaten/Kota 

Jumlah  Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 dokumen 1.726.500.000 

5.01.02.2.
03.03 

   

Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen 643.010.000 

5.01.03  
Program Koordinasi Dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 
 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan  
Perangkat Daerah Bidang  
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 
 

Tingkat Kinerja Proses  
Pengendalian Pembangunan  
Daerah Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia 
 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan Perangkat 
Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam 
 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program 
Prioritas Daerah dengan  
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi  
dan Sumber Daya Alam 
 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan 
Sumber Daya Alam 
 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 
 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program 
Prioritas Daerah dengan  
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 
 

Tingkat Kinerja Proses  
Pengendalian Pembangunan  
Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100 
 
 
 
 

 
68 

 
 
 

 
65 

 
 

 
100 

 
 
 
 

68 
 
 
 
 

65 
 
 

 
100 

 
 
 
 

68 
 
 
 

65  

Persen 
 
 
 

 
Persen 
 
 
 
 
 

Persen 
 
 

 
Persen 
 
 
 
 
Persen 
 
 
 
 

Persen 
 

 
 

Persen 
 
 
 
 
Persen 
 
 
 
Persen  

4.585.742.081 
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Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 

5.01.03.2.
01 

  
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

8 dokumen 2.599.151.000 

5.01.03.2.
01.01 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah   Dokumen   Perencanaan   
Pembangunan Daerah  Bidang  
Pemerintahan  (RPJPD,  RPJMD 
dan RKPD) 

4 dokumen 150.973.543 

5.01.03.2.
01.02 

   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 

14 
Perangkat 
Daerah 

45.578.709 

5.01.03.2.
01.03 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 

14 
Perangkat 
Daerah 

63.959.259 

5.01.03.2.
01.04 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja    dengaN RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pemerintahan 

3 laporan 113.541.842 

5.01.03.2.
01.05 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

8 dokumen 277.183.158 

5.01.03.2.
01.06 

   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

8 
Perangkat 
Daerah 

136.814.848 

5.01.03.2.
01.07 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Pembangunan Manusia 

8 
Perangkat 
Daerah 

647.676.881 

5.01.03.2.
01.08 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan  RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pembangunan Manusia  

8 laporan 1.163.422.760 

5.01.03.2.
02 

  
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian dan SDA   

8 dokumen 1.144.826.781 

5.01.03.2.
02.01 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD)  

8 dokumen 180.112.900 

5.01.03.2.
02.02 

   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  

7 
Perangkat 
Daerah 

35.159.000 

5.01.03.2
.02.03 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian  

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian  

7 
Perangkat 
Daerah 

218.620.000 

5.01.03.2.
02.04 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Perekonomian  

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Perekonomian  4 laporan 318.674.800 

5.01.03.2.
02.05 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD)  

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

4 dokumen 100.000.000 

5.01.03.2.
02.06 

   Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 

3 
Perangkat 
Daerah 

17.674.500 
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Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 

Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 
PD Bidang SDA  

5.01.03.2.
02.07 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA  

3 
Perangkat 
Daerah 

114.815.000 

5.01.03.2.
02.08 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang SDA 
  

2 laporan 159.770.581 

5.01.03.2.
03 

  Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan  

8 dokumen 841.764.300 

5.01.03.2.
03.01 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD)  

8 dokumen 100.295.000 

5.01.03.2.
03.02 

   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  

6 
Perangkat 
Daerah 

17.850.000 

5.01.03.2.
03.03 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur  

6 
Perangkat 
Daerah 

313.550.300 

5.01.03.2.
03.04 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Infrastruktur 

6 laporan 175.857.300 

5.01.03.2.
03.05 

   

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

4 dokumen 45.700.000 

5.01.03.2.
03.06 

   

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

23 
Perangkat 
Daerah 

5.990.000 

5.01.03.2.
03.07 

   

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

23 
Perangkat 
Daerah 

119.371.700 

5.01.03.2.
03.08 

   

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil  Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Kewilayahan 

2 laporan 63.150.000 

 

  

H
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BAB II 

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 

PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

 

Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan merupakan salah satu indicator yang 

digunakan dalam mengukur perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Komponen 

tersebut mengukur sejauh mana tingkat keselarasan antara Dokumen Perencanaan mulai dari 

Perencanaan Pusat, Provinsi, Daerah sampai Perangkat Daerah, yang meliputi dokumen 

Perencanaan jangka menengah lima tahunan dan tahunan.  

Dalam laporan ini disajikan salah satu keselarasan antar dokumen perencanaan 

pembangunan, yaitu Dokumen Renja dengan Renstra Bappeda Tahun 2023. Perbandingan 

keselarasan ini bertujuan agar Sasaran serta target yang direncanakan dalam dokumen 

perencanaan jangka menengah lima tahunan telah dijabarkan dan selaras dengan dokumen 

perencanaan jangka pendek tahunan.  

Adapun perbandingan antara Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renja dan 

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 

2.1.   
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Tabel 2.1 
Perbandingan Antara Program dan Kegiatan Dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah 

 

Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01 PERENCANAAN       PERENCANAAN       

5.01.01 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Indeks Reformasi Birokrasi 64,74 Poin Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Indeks Reformasi Birokrasi 64,74 Poin 

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang sesuai dengan 
ketentuan 

 11 dokumen  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang sesuai dengan 
ketentuan 

 11   dokumen 

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 dokumen 

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 laporan 

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 laporan 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Perangkat 
Daerah 

 3 laporan  Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Perangkat 
Daerah 

3  laporan  

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

51 orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

51 orang 

5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1 laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1 laporan 

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran  SKPD 

19 laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran  
SKPD 

19 laporan 

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Dokumen  administrasi 
kepegawaian perangkat daerah  

1  dokumen  Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Dokumen  administrasi 
kepegawaian perangkat daerah 

1  dokumen  
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian  

1 dokumen Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian  

1 dokumen 

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi 
umum perangkat daerah selama 12 
bulan 

 8 layanan  Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi 
umum perangkat daerah selama 12 
bulan 

 8 layanan  

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang  Disediakan 

3 paket Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang  Disediakan 

3 paket 

5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket  Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

2 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket  Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

2 paket 

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   
Kantor   yang Disediakan 

2 paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   
Kantor   yang Disediakan 

2 paket 

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2 paket Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2 paket 

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan  

1 dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 dokumen 

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu  

6 laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu  

6 laporan 

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

2 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2 laporan 

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD  

2 dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

2 dokumen 

5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

Jumlah barang milik daerah yang 
diadakan dalam satu tahun 

35  unit  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 
diadakan dalam satu tahun 

41   unit 

5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan  

35 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

41 unit 

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya layanan jasa penunjang 
urusan pemerintahan perangkat 
daerah selama 12 bulan 
  

 8  laporan  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya layanan jasa penunjang 
urusan pemerintahan perangkat 
daerah selama 12 bulan 

 8 laporan  

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan  

2 laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

2 laporan 

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan  

6 laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

6 laporan 
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah  

Jumlah barang milik daerah yang 
dipelihara dalam setahun 

 105 unit  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 
dipelihara dalam setahun 

105   unit 

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  

24 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

24 unit 

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  

1 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

1 unit 

5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau Bangunan  
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  

80 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau Bangunan  
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

80 unit 

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

 Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah   

100  % Program Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

 Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah   

100  % 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Propinsi dan 
Nasional dengan Program Prioritas 
Pemerintah Daerah 

68 % Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Propinsi dan 
Nasional dengan Program Prioritas 
Pemerintah Daerah 

68 % 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65 % Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65 % 

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Jumlah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

5 dokumen 
Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Jumlah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

5 dokumen 

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi  
Publik 

1 Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum 
SKPD/Lintas SKPD 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah  

1 Berita Acara Koordinasi Pelaksanaan Forum 
SKPD/Lintas SKPD 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

1 Berita Acara 

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

1 Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

1 Berita Acara 

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

187 usulan Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

187 usulan 

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 
(RPJPD/RPJMD/RKPD)  

2 dokumen Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 

2 dokumen 

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3  dokumen  Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

 3 dokumen  
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

3 Masukan Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Daerah   

3 Masukan 

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

105 orang Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah  

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

105 orang 

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah  yang Diterbitkan  

1 buku Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah  yang Diterbitkan 

1 buku 

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

Jumlah dokumen laporan capaian 
sasaran perangkat daerah dan 
program prioritas daerah 

2 Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

Jumlah dokumen laporan capaian 
sasaran perangkat daerah dan 
program prioritas daerah 

2 laporan 

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan 
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
di Kabupaten/Kota 

Jumlah  Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan 
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
di Kabupaten/Kota 

Jumlah  Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 dokumen 

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen 

5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

100 % Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

100 % 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

68 % Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

68 % 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

65 % Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

65 % 

  Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam 

100 %  Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam 

100 % 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 

68 % Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 

68 % 
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam 

Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang 
Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

65 % Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang 
Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

65 % 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 % Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 % 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

68 % Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

68 % 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

65 % Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan 

65 % 

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia  

8 dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

8 dokumen 

5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah   Dokumen   Perencanaan   
Pembangunan Daerah  Bidang  
Pemerintahan  (RPJPD,  RPJMD 
dan RKPD)  

4 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah   Dokumen   Perencanaan   
Pembangunan Daerah  Bidang  
Pemerintahan  (RPJPD,  RPJMD 
dan RKPD) 

4 dokumen 

5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja    dengaN RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pemerintahan  

3 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja    dengaN RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pemerintahan 

3 laporan 

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

8 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

8 dokumen 

5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia  

8 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

8 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia  

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Pembangunan Manusia  

8 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 
dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Pembangunan Manusia 

8 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan  RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pembangunan Manusia  

8 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan  RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pembangunan Manusia 

8 laporan 

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

8  dokumen  Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

8  dokumen  

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD)  

8 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

8 dokumen 

5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian  

7 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 
  

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 Perangkat 
Daerah 
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian  

Jumlah Laporan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 
  

7 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

7 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian  

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Perekonomian 

4 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Perekonomian 

4 laporan 

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)  

4 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)  

4 dokumen 

5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

3 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

3 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA  

3 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA 

3 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang SDA 

2 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang SDA 

2 laporan 

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  

8 dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

8 dokumen 

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD)  

8 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

8 dokumen 

5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  

6 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

6 Perangkat 
Daerah 
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Kode 

RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 RENJA TAHUN 2023 

Urusan/Program/Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Urusan/Program/Kegiatan/ 

SubKegiatan 
Indikator Kinerja Target  

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur  

6 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

6 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Infrastruktur 

6 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Infrastruktur 

6 laporan 

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD)  

4 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

4 dokumen 

5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Jumlah Perangkat daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat daerah yang 
dilakukan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil  Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Kewilayahan 

2 laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil  Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Kewilayahan 

2 laporan 
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Berdasarkan tabel perbandingan dokumen Renja dan Renstra Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi diatas dapat dijelaskan bahwa dokumen Renstra dan Renja 

Bappeda memiliki keselarasan, baik nomenklatur, Indikator serta target Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan. Adapun keselarasan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dapat dijelaskan pada tabel 

2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Tabel  Keselarasan Jumlah Program, Kegiatan dan Kegiatan antara Renstra dengan Renja 

No 
Renstra BAPPEDA 2023-2026 Renja BAPPEDA 2023 

Ket 
Program 

Jumlah 
Kegiatan 

Jumlah 
Subkegiatan 

Program 
Jumlah 

Kegiatan 
Jumlah 

Subkegiatan 

1 Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

7 21 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

7 21 Selaras 

2 Program 
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

3 10 Program 
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

3 10 Selaras 

3 Program 
Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

3 24 Program 
Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

3 24 Selaras 

Jumlah 13 55  13 55  

 

Berdasarkan data pada table 2.1 dan 2.2, dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan 

perbandingan antara dokumen Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 dengan Renja Bappeda Tahun 

2023 dan telah sesuai baik jumlah sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan, serta nomenklatur, 

serta indicator. Namun terdapat penambahan target output subkegiatan pada Sub kegiatan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target awal 35 unit 

menjadi 41 unit. 
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Tabel 2.3 
Perbandingan Output dan Anggaran pada Renstra, Renja Murni dan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2023 

 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01 PERENCANAAN   27.274.646.076  28.774.646.076 
 

 28.033.659.781  

5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 
 

     

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

        

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 
Dokumen 

76.541.000 3 Dokumen 76.541.000 3 Dokumen 76.541.000  

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3 Laporan 26.240.000 3 Laporan 26.240.000 3 Laporan 26.240.000  

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 280.591.195 4 Laporan 280.591.195 4 Laporan 299.183.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah 
Alasan = Penambahan Output tahapan pekerjaan 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/ 
Bulan 

16.579.568.000 58 Orang/ 
Bulan 

16.579.568.00
0 

51 Orang/ 
Bulan 

14.334.000.00
0 

Output = Berkurang 
Anggaran = berkurang 
Alasan = Jumlah pegawai yang berkurang 

5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan 9.650.000 1 Laporan 9.650.000 1 Laporan 9.050.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang 
Alasan = Pengurangan output Tahapan pekerjaan 

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

19 
Laporan 

208.835.000 19 Laporan 208.835.000 19 Laporan 208.835.000  

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

       

5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1 
Dokumen 

128.200.000 1 Dokumen 128.200.000 1 Dokumen 128.200.000  

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        



 

18 

 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

3 Paket 155.000.000 3 Paket 194.600.000 3 Paket 214.600.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah 
Alasan = Penambahan Output belanja  

5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Paket 50.000.000 2 Paket 50.000.000 2 Paket 41.870.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang 
Alasan = Pengurangan output Belanja 

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 127.655.000 2 Paket 127.655.000 2 Paket 127.655.000  

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

2 Paket 87.999.800 2 Paket 87.999.800 2 Paket 87.999.800  

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

1 
Dokumen 

26.160.000 1 Dokumen 26.160.000 1 Dokumen 26.160.000  

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu  6 Laporan 33.150.000 6 Laporan 33.150.000 6 Laporan 33.150.000  

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

2 Laporan 660.000.000 2 Laporan 660.000.000 2 Laporan 780.000.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah 
Alasan = Penambahan jumlah perjalanan dinas dalam dan 
luar daerah 

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 
Dokumen 

34.750.000 2 Dokumen 34.750.000 2 Dokumen 34.750.000  

5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

       

5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

35 Unit 990.000.000 35 Unit 990.000.000 41 Unit 1.077.000.000 Output = Bertambah 
Anggaran = Bertambah 
Alasan = Penambahan Output Belanja Sarana Prasarana 

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

       

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

2 Laporan 209.700.000 2 Laporan 209.700.000 2 Laporan 209.700.000  

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Laporan 194.400.000 6 Laporan 167.595.000 6 Laporan 159.307.200 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang 
Alasan = Pengurangan output Belanja Fotocopy 

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

24 Unit 203.699.000 24 Unit 203.699.000 24 Unit 203.699.000  

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

1 Unit 200.000.000 1 Unit 187.205.000 1 Unit 187.205.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renstra ke Renja 
Alasan = Pengurangan output Belanja  

5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

80 Unit 78.750.000 80 Unit 78.750.000 80 Unit 78.750.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renstra ke Renja 
Alasan = Pengurangan output Belanja 

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

       

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan        
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 1 Berita 

Acara 
35.000.000 1 Berita 

Acara 
100.852.000 1 Berita Acara 95.902.000 Output = Tetap 

Anggaran = bertambah dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan- rapat koordinasi 
dan narasumber 

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas 
SKPD 

1 Berita 
Acara 

350.000.000 1 Berita 
Acara 

333.516.000 1 Berita Acara 327.516.000 Output = Tetap 
Anggaran = Berkurang dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan Narasumber 

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita 
Acara 

500.000.000 1 Berita 
Acara 

595.550.000 1 Berita Acara 583.850.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan Rapat Koordinasi 

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan  

187 
Usulan 

150.000.000 187 Usulan 98.780.000 187 Usulan 89.090.000 Output = Tetap 
Anggaran = Berkurang dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan belanja Perjalanan dinas 

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

2 
Dokumen 

750.000.000 2 Dokumen 656.302.000 2 Dokumen 653.148.000 Output = Tetap 
Anggaran = Berkurang dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan belanja tenaga operator 
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

       

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

3 
Masukan 

609.945.000 3 Masukan 604.945.000 3 Masukan 813.926.700 Output = Tetap 
Anggaran = bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan tahapan pekerjaan, Musrenbang CSR, 
Pengambangan layanan Website CSR 

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah  

105 Orang 44.180.000 105 Orang 44.180.000 105 Orang 44.180.000  

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 Buku 126.900.000 1 Buku 126.900.000 1 Buku 126.900.000  

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

       

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/Kota 

2 Laporan 241.250.000 2 Laporan 1.741.250.000 2 Laporan 1.726.500.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah dari Renstra ke Renja, dan berkurang 
dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan belanja tenaga ahli TP2D, 
Pengurangan saat Renja Perubahan karena perubahan 
tahapan pekerjaan 

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

4 Laporan 443.010.000 4 Laporan 443.010.000 4 Laporan 643.010.000 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan pekerjaan bimtek evaluasi capaian 
sasaran daerah dan perangkat daerah 

5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

       

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

       

5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

4 
Dokumen  

72.473.543 4 Dokumen  72.473.543 4 Dokumen  150.973.543 Output = Tetap 
Anggaran = Bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan pekerjaan bimtek Penyusunan 
Renstra Teknokratik bagi mitra PD 
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

14 
Perangkat 

Daerah 

67.653.709 14 
Perangkat 

Daerah 

67.653.709 14 Perangkat 
Daerah 

45.578.709 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

14 
Perangkat 

Daerah 

73.739.259 14 
Perangkat 

Daerah 

73.739.259 14 Perangkat 
Daerah 

63.959.259 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan dan perjalanan 
dinas 
 

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

3 Laporan 60.186.842 3 Laporan 60.186.842 3 Laporan 113.541.842 Output = Tetap 
Anggaran = bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan kegiatan koordinasi lintas sectoral 
pemerintahan 

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

8 
Dokumen 

277.183.158 8 Dokumen 277.183.158 8 Dokumen 277.183.158  

5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

8 
Perangkat 

Daerah 

136.814.848 8 Perangkat 
Daerah 

136.814.848 8 Perangkat 
Daerah 

136.814.848  

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

8 
Perangkat 

Daerah 

347.676.881 8 Perangkat 
Daerah 

347.676.881 8 Perangkat 
Daerah 

647.676.881 Output = Tetap 
Anggaran = bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan monev capaian kinerja PD Mitra, 
Pengukuran Capaian SDG’s, Pembuatan Aplikasi SIBESAR 

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

8 Laporan 723.622.760 8 Laporan 723.622.760 8 Laporan 1.163.422.760 Output = Tetap 
Anggaran = bertambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan fasilitasi kegiatan lintas sectoral 
Pembangunan manusia dan kesejahteraan Masyarakat (Kampung 
KB, kabupaten kota sehat, kemiskinan, stunting, Kota Layak Anak, 
Pengarusutamaan Gender, PMKS) 

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

       

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

8 
Dokumen 

205.184.900 8 Dokumen 205.184.900 8 Dokumen 180.112.900 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 
  

7- 
Perangkat 

Daerah 

100.000.000 7- 
Perangkat 

Daerah 

100.000.000 7- Perangkat 
Daerah 

35.159.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 
Perangkat 

Daerah 

218.620.000 7 Perangkat 
Daerah 

218.620.000 7 Perangkat 
Daerah 

218.620.000  

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

4 Laporan 183.761.800 4 Laporan 183.761.800 4 Laporan 318.674.800 Output = Tetap 
Anggaran = betambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan tahapan pekerjaan lintas sectoral 

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

4 
Dokumen 

100.000.000 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 100.000.000  

5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

3 
Perangkat 

Daerah 

27.624.500 3 Perangkat 
Daerah 

27.624.500 3 Perangkat 
Daerah 

17.674.500 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

3 
Perangkat 

Daerah 

125.000.000 3 Perangkat 
Daerah 

125.000.000 3 Perangkat 
Daerah 

114.815.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

2 Laporan 37.375.581 2 Laporan 37.375.581 2 Laporan 159.770.581 Output = Tetap 
Anggaran = betambah dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Penambahan tahapan pekerjaan lintas sectoral 
Pangan Gizi 

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

       

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

8 
Dokumen 

109.095.000 8 Dokumen 109.095.000 8 Dokumen 100.295.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

6 
Perangkat 

Daerah 

19.800.000 6 Perangkat 
Daerah 

19.800.000 6 Perangkat 
Daerah 

17.850.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 

RENSTRA  
TAHUN 2023 

RENJA MURNI TAHUN 2023 RENJA PERUBAHAN TAHUN 
2023 

KET 

Output Anggaran Output Anggaran Output Anggaran  

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

6 
Perangkat 

Daerah 

340.580.300 6 Perangkat 
Daerah 

340.580.300 6 Perangkat 
Daerah 

313.550.300 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

6 Laporan 175.857.300 6 Laporan 175.857.300 6 Laporan 175.857.300  

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

4 
Dokumen 

52.550.000 4 Dokumen 52.550.000 4 Dokumen 45.700.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

23 
Perangkat 

Daerah 

9.500.000 23 
Perangkat 

Daerah 

9.500.000 23 Perangkat 
Daerah 

5.990.000 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

23 
Perangkat 

Daerah 

141.021.700 23 
Perangkat 

Daerah 

141.021.700 23 Perangkat 
Daerah 

119.371.700 Output = Tetap 
Anggaran = berkurang dari Renja murni ke Renja Perubahan 
Alasan = Pengurangan tahapan pekerjaan 

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pem bangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

2 Laporan 63.150.000 2 Laporan 63.150.000 2 Laporan 63.150.000  
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Berdasarkan tabel 2.3 Perbandingan antara Renstra dan Renja Bappeda Tahun 

2023, dapat disimpulkan Pagu anggaran Bappeda pada Renstra dan Renja Tahun 2023 

tidak mengalami perubahan/konsisten yaitu senilai Rp.27.274.646.076,-, namun pada 

anggaran Renja Perubahan Tahun 2023 secara totalan mengalami penambahan sebesar 

Rp.759.013.705 (27,08%) sehingga menjadi Rp.28.033.659.781,-. Adapun penjelasan 

terkait dengan perubahan anggaran dalam Renja Perubahan Tahun 2023 (baik 

penambahan dan pengurangan output dan anggaran) telah dijelaskan di tabel 2.3 pada 

kolom keterangan. 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN 
PROGRAM/KEGIATAN  

 

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu 

organisasi adalah dengan melihat seberapa besar Tingkat capaian target kinerja baik dalam 

hal Capaian Kinerja Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maupun capaian 

kinerja keuangan/realisasi anggaran. Berkenaan dengan evaluasi kinerja organisasi, Bappeda 

telah melakukan perhitungan atas Capaian kinerja fisik dan keuangan atas dokumen Renja 

Bappeda Tahun 2023. Perhitungan dimaksud bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan Bappeda dalam mencapai target yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan 

evaluasi hal-hal apa saja yang menjadi factor pendorong dan penghambat ketercapaian 

tersebut sehingga dapat menjadi langkah perbaikan dalam dokumen perencanaan 

berikutnya. 

3.1.  Capaian Kinerja 

3.1.1 Capaian Sasaran 

Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran dan 

indikator sasaran dengan hasil perhitungan capaian sebagai berikut: 

Tabel 3.1.1.1 
Target Indikator Sasaran Bappeda Tahun 2023 

 
 

 

 
 
 
 
 
1).  Sasaran 1  :  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan 

Daerah  
 Indikator Sasaran :  Indeks Perencanaan  
 Target : 84,17 Poin  

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian 

rencana pembangunan nasional dengan daerah, Bappenas mengembangkan 

pengukuran IPPN untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Berdasarkan Surat Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

No 
Sasaran 

Indikator Sasaran  
Target 
2023 

1 
 
 

Meningkatnya kualitas Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Indeks Perencanaan 84,17 Poin 

2 Meningkatnya kualitas pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

Indeks Kinerja Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65 Poin 
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Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan 

Pembangunan Nasional (IPPN) disebutkan bahwa Komponen utama dari penilaian 

IPPN ini dengan melihat keselarasal antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D 

sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, maka periu diarahkan juga pembangunan daerah 

yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Walaupun perencanaan 

pembangunan daerah berrjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling 

mendukung satu sama lain secara nasional. 

Metode pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) dilakukan 

dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh 

pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. 

Komponen dari penilaian indeks perencanaan untuk pemerintah daerah yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1.1.2 
Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)  

Pemerintah Daerah 
Berdasarkan Peraturan Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 

 

No Komponen Sub-Komponen 
Dokumen 

yang 
dinilai 

1 Sinergi Keselarasan dokumen RPJMD dengan 
dokumen RPJMN 

RPJMD 

Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP 

RKPD 

Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk 
membiayai Program Prioritas Nasional/Major 
Project dalam Dokumen RKPD 

2 Kualitas Perencanaan Kesesuaian prioritas daerah dengan isu 
daerah; 

Kesesuaian target dan sasaran dalam 
menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah 

Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek untuk 
mencapai target dal sasaran 

Inovasi perencanaan pembangunan 

3 Keterhubungan 
Perencanaan 
Pembangunan Dengan 
Perecanaan Kinerja 

Target dan sasaran pembangunan menjadi 
target dan sasaran kinerja lembaga terkait 

RKPD-
Renstra 

PD 

Rumus dari pengukuran IPPN Pemerintah Daerah yaitu jumlah total nilai dari 

seluruh nilai masing-masing indikator. Indikator yang dimaksud tercantum 

sebagaimana tertera pada Instrumen Pengukuran Kualitas Perencanaan pada 

Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, 

dengan predikat sebagai berikut: 
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Tabel 3.1.1.3 

Rentang Nilai IPPN Pemerintah Daerah 
 

Rentang Predikat 

91 – 100 Sangat Baik 

81 – 90 Baik 

71 – 80 Cukup Baik 

61 – 70 Kurang 

< 60 Sangat Kurang 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa terhadap indeks, aspek, 

indikator dan sub indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bekasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1.1.4 
Rekapitulasi Capaian Nilai Indeks Perancanaan Pembangunan (IPPN) 

Kabupaten Bekasi 
 

No Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub Indikator Skor 

1   SINERGI 19,15 

 A  Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN 6,524 

    1) 
Keselarasan antara sasaran dan priorias pembangunan daerah dalam RPJMD dengan 
sasaran prioritas Nasional (PN) RPJMN 

2 

      
a) Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN 

RPJMN  
0,5 

      
b) Tersedianya tabel persandingan antara sasaran pembangunan Daerah RPJMD 

dengan PN RPJMN  
0,5 

      
c) Tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN 

RPJMN 
0,5 

      
d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan prioritas 

Pembangunan Daerah  
0,5 

  2) 
Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan 
Prioritas dalam RPJMN  

0,774 

   
a) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan pertumbuhan 
Berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah 

0,086 

   
b) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

Kegiatan Prioritas dalam PN 2 
0,086 

   
c) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

kegiatan prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas 
Dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah   

0,086 

   
d) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

program prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ) 
RPJMN sesuai kewenangan daerah  

0,086 

   
e) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

kegiatan prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan   Pelayanan Dasar) 
RPJMN sesuai kewenangan daerah 

0,086 

   
f) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

program prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim ) RPJMN sesuai kewenangan daerah  

0,086 

   
g) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung 

kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam  
Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah   

0,258 

  3) Indikator makro pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN  0,75 

      a) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%) 0.25 

      b) Tingkat Kemiskinan (%) 0.5 

    4) Dokumen RPJMD selaras dengan Proyek Prioritas Strategis  1 

    5) Komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional   1 

    6) Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional 1 
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No Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub Indikator Skor 

 B Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP 12,625 

    1) 
Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan  
daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP  

2,50 

      
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan PN 

RKP  
0.625 

      
b) Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD 

dengan PN RKP  
0.625 

      c) Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan PN RKP   0.625 

      
d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan 

Daerah 
0.625 

    2) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1 : 
Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP 

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 

Penguasa Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan 
kewenangan daerah  

0.75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program 

prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 
0.75 

    3) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2; 
Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP  

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 

Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP sesuai dengan kewenangan 
daerah 

0.75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / 

kegiatan prioritas RKP dengan program daerah  
0,75 

    4) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: 
Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan proritas pada PN 

Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP sesuai 
dengan kewenangan daerah 

0,75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / 

kegiatan prioritas RKP dengan program daerah  
0,75 

    5) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: 
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP  

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan proritas pada PN Revolusi 

Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah 
0,75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / 

kegiatan prioritas RKP dengan Program Daerah 
0,75 

    6) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: 
Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP  

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan proritas pada PN 

Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP sesuai dengan kewenangan 
daerah 

0,75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / 

kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 
0,75 

    7) 
Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: 
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP  

1,5 

      
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan proritas pada PN 

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan 
kewenangan daerah 

0,75 

      
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / 

kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 
0,75 

    8) Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP  1,5 

      a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 0,75 

      b) Tingkat Kemiskinan (%) 0,75 

 C 
Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional / Major 
Project dalam Dokumen RKPD 

0 

    1) 
Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional / Major Project dalam 
dokumen RKPD  

0 

2 KUALITAS PERENCANAAN 58 

 A Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program / Kegiatan / Proyek di RPJMD atau RKPD  49 

    1) Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah  18 

      a) Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan Daerah) dengan hasil evaluasi 6 

      b) 
Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan 
pembangunan  

6 

      c) Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis  6 

    2) Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas 14 
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No Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub Indikator Skor 

Daerah  

      a) 
Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis / prioritas pembangunan 
daerah  

6 

      b) 
Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam 
menyelesaikan isu strategis daerah / prioritas pembangunan daerah  

8 

    3)  Kesesuaian Program / Kegiatan /Proyek dalam mencapai target dan sasaran program   17 

      a) Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas  8,5 

      b)  
Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan 
indikator kinerja program prioritas  

8,5 

 B Inovasi Perencanaan Pembangunan  9 

    1) Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan  3 

    2) Keterkaitan output dengan outcome inovasi  3 

    3) 
Proporsi jumlah proyek inovasi didalam perencanaan pembangunan daerah 
terhadap perencanaan proyek reguler   

3 

3 KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA 10 

 A 
Target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga 
terkait  

10 

    1)  
Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di 
dalam Pemerintah Daerah 

10 

      a) Tersedianya penanggung jawab OPD untuk masing-masing program prioritas  5 

      b) Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggung jawab 5 

SKOR TOTAL 87,15 

PREDIKAT BAIK 

Atas dasar perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten 

Bekasi mendapatkan total nilai 87,15 dengan predikat BAIK. Rata-rata seluruh 

indikator memiliki skor maksimal. Skor yang paling minimal berada pada indikator 

ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam 

dokumen RKPD. Untuk mengetahui Dokumen Nilai IPPN Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dapat dikses melalui link berikut: 

bit.ly/LaporanIPPNKabupatenBekasiTahun2023. 

Tabel 3.1.1.5 
Capaian Indeks Perencanaan Bappeda Tahun 2023 

 

 

2). Sasaran 2 : Meningkatnya     Kualitas     Pengendalian     dan  Evaluasi 
Pembangunan Daerah  

 Indikator Sasaran :  Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 
 Target : 65 Poin 

Indeks Kinerja Pengendalian dan Pembangunan Daerah (IKPPD) merupakan 

salah satu indikator sasaran Bappeda yang digunakan untuk mengukur kinerja 

pemerintah daerah dalam mengendalikan dan evaluasi pembangunan daerah. IKPPD 

mencakup informasi tentang kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah. 

No 
SASARAN 

INDIKATOR SASARAN  
TARGET 

2023 
REALISASI 

2023 
CAPAIAN KET 

1 
 
 

Meningkatnya kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Indeks Perencanaan 84,17 
Poin 

87,15 
Poin 

103,54 % TERCAPAI 
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Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Tahun 2023, Rumus dalam penilaian 

IKPPD adalah sebagaimana berikut: 

 

 

 

Yang terdiri atas : 

 

 

 

 

 

 

Adapun hasil perhitungan capaian IKPPD Tahun 2023 antara lain sebagaimana 

berikut: 

1. Persentase rata-rata capaian Sasaran Seluruh Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat persentase rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dapat  

dilihat pada tabel berikut: 

 

1. Persentase rata-rata Capaian Sasaran seluruh Perangkat Daerah +  

2. Persentase rata-rata Capaian Program Prioritas Daerah 

                                      

Bagi 2 

Bagi 2 

x  Bobot 100 

2. Persentase rata-rata Capaian Program Prioritas Daerah  

x  100% 

1. Persentase rata-rata Capaian Sasaran seluruh Perangkat Daerah  

Jumlah Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang Tercapai 

       Jumlah Seluruh Indikator Sasaran Perangkat Daerah 

x  100% 

Jumlah Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang Tercapai 

       Jumlah Seluruh Indikator Sasaran Perangkat Daerah 
x  100% 

66 

73 

1. Persentase rata-rata Capaian Sasaran Perangkat 

Daerah  

x  100% 
=       90,41 % 

  Jumlah Program Prioritas Daerah yang Tercapai 

             Jumlah Seluruh Prioritas Daerah  
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Tabel 3.1.1.6 
Capaian Indikator Sasaran perangkat Daerah 

Tahun 2023 
 

No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

1 SEKRETARIAT DAERAH 

Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan 

Cakupan Nilai Reformasi Birokrasi Dimensi Deregulasi 
Kebijakan, Pelaksanaan Tata Laksana, Manajemen 
Perubahan, Pelayanan Publik dan Penguatan 
Organisasi 

62,57 POIN 59,83 POIN Tidak Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Nilai Kualitas Kebijakan 73 POIN 77 POIN Tercapai 

Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai SAKIP Pemda 68,59 POIN 65,86 Tidak Tercapai 

2 SEKRETARIAT DPRD 

Meningkatkan Fasilitasi Kapasitas Hubungan 
Kelembagaan DPRD dan Pembahasan Perda dan 
Penjaringan Aspirasi 

Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan 
DPRD dan Pembahasan Perda dan Penjaringan Aspirasi 

100% 100% Tercapai 

Optimalnya Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan 100% 100% Tercapai 

Optimalnya Fasilitasi Rekomendasi DPRD Terhadap 
Eksekutif 

Tingkat Fasilitasi Rekomendasi DPRD Terhadap 
Eksekutif 

100% 100% Tercapai 

3 INSPEKTORAT 
Meningkatnya Indeks Kapabilitas APIP Indeks Kapabilitas APIP LEVEL 2 LEVEL 3 Tercapai 

Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP Indeks Meturitas SPIP LEVEL 2 LEVEL  3 Tercapai 

4 
BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Indeks Perencanaan 84,17 POIN 87,15 POIN Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 65 POIN 89,42 POIN Tercapai 

5 
BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
dan Barang Milik Daerah 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 30,28 POIN 72,119 POIN Tercapai 

6 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Meningkatnya Kompetensi ASN Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi 15 POIN 24,81 POIN Tercapai 

Terwujudnya Sistem Merit Dalam Manajemen ASN 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi 

Indeks Sistem Merit 273 POIN 291,5 POIN Tercapai 

7 BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Meningkatnya Kinerja Penggalian Sumber 
Pendapatan Asli Daerah 

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 7,50% 9,52% Tercapai 

8 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 

Optimalnya Perkembangan Kesetaraan, Toleransi Dan 
Kerjasama Antar Umat Beragama 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 23,7 POIN 82,46 POIN Tercapai 
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No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

Optimalnya Pengembangan Iklim Demokrasi Daerah 
Indeks Demokrasi Komponen Kebebasan Sipil dan Hak-
Hak Politik 

70,28 POIN 83,24 POIN Tercapai 

Optimalnya Pemahaman Ideologi Pancasila, 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Indeks Wawasan Kebangsaan 24,78 POIN 88,79 POIN Tercapai 

9 
BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam 
Penanggulangan Bencana 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,45 POIN 0,53 POIN Tercapai 

10 
BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

Mewujudkan Pengembangan dan Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah 

Indeks Inovasi 30 POIN 51,64 POIN Tercapai 

11 
DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat 
Kabupaten 

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 2,4 ANAK 1,97 ANAK Tercapai 

12 
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA 
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI 

Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Cakupan Layanan Air Minum 44,09% 44,12% Tercapai 

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian 
Sumber Daya Air 

Tingkat Efektifitas Mitigasi Pengendalian Banjir dan 
Kekeringan 

18,12% 19,22% Tercapai 

Meningkatnya Konektivitas antar Jalan Kabupaten Tingkat Konektivitas antar Jalan Kabupaten 81,38% 81,45% Tercapai 

13 DINAS KETAHANAN PANGAN 

Meningkatnya Keamanan Pangan 
Cakupan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang 
memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan 

40% 100% Tercapai 

Mewujudkan Ketersediaan Pangan Daerah Ketersediaan Pangan Pokok 97,96% 98,99% Tercapai 

Mewujudkan Ketersediaan Pangan Daerah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,8 POIN 87,7 POIN Tercapai 

14 DINAS PERDAGANGAN 

Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif Indeks Harga Konsumen 118,96 POIN 118,66 POIN Tidak Tercapai 

Meningkatnya Daya Saing Produk Ekspor Pertumbuhan Nilai Ekspor 2% 4,50% Tercapai 

15 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan 83,18 POIN 83,48 POIN Tercapai 

16 
DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender 88,96 POIN 89,37 POIN Tercapai 

Meningkatnya Skor Capaian Kabupaten Layak Anak 
(KLA) 

Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 602 POIN 752,95 POIN Tercapai 

17 
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA 
DAN OLAHRAGA 

Meningkatnya Kualitas Pengembangan Cagar 
Budaya/Warisan Budaya Khas Kabupaten Bekasi 

Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan 
Dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya Dan 
Ekspresi Budaya Budaya 

31 POIN 37,21 POIN Tercapai 
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No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

Meningkatnya Budaya Olahraga Di Masyarakat, 
Prestasi Atlet dan SDM Olahraga Yang Didukung 
Sarana Dan Prasarana Serta Sistem Informasi 
Manajemen Olahraga Dengan Melibatkan Peran 
Serta Dunia Usaha 

Indeks Pembangunan Olahraga Berdasarkan Dimensi 
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, Ruang 
Terbuka Olahraga Dan Sdm Keolahragaan 

0,01 POIN 0,07 POIN Tercapai 

Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan 
Keterampilan, Kewirausahaan Pemuda, Kemandirian, 
Kepeloporan Serta Pastisipasi Pemuda Dalam 
Pembangunan Olahraga 

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Berdasarkan 
Dimensi Pemuda Yang Aktif, Pemuda Berprestasi Dan 
Wirausaha Muda 

30,25 POIN 10 POIN Tidak Tercapai 

18 
DINAS ARSIP DAN 
PERPUSTAKAAN 

Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 7,41 POIN 15,46 POIN Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan 
Yang Komprehensif Dan Terpadu Guna Tercapainya 
Ketersediaan Arsip Untuk Pelayanan Dan 
Pemanfaatan Arsip 

Nilai Pengawasan Kearsipan 75,5 POIN 79,17 POIN Tercapai 

19 DINAS PENDIDIKAN Meningkatnya Mutu Dan Relevansi Pendidikan Indeks Pendidikan 0,7 POIN 0,69 POIN Tidak Tercapai 

20 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN 
PERTANAHAN 

Meningkatnya Luasan Kawasan Kumuh Yang 
Tertangani 

Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertangani 44,08% 44,11% Tercapai 

Meningkatnya Ketersediaan Lahan Untuk 
Kepentingan Umum 

Persentase Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan 
Umum Yang Terpenuhi 

35% 40,10% Tercapai 

Meningkatnya Ketersediaan Lahan 
Persentase Kebutuhan Lahan Untuk Jalan Yang 
Terpenuhi 

35% 28,31% Tidak Tercapai 

Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan 
Permukiman Dan Perumahan Dalam Kondisi Baik 

Tingkat Konektivitas Antar Permukiman dan 
Perumahan 

30,33 32,10 Tercapai 

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap 
Ketersediaan Sanitasi 

Tingkat Akses Sanitasi Layak dan Aman 85,38% 85,39% Tercapai 

Terpenuhinya Fasilitasi, Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana 

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

100% 100% Tercapai 

21 DINAS SOSIAL Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tingkat Cakupan PPKS Yang ditangani 21,16% 35,4% Tercapai 

22 
DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

Meningkatnya Kemandirian Desa Tingkat Desa Mandiri 8,33% 5,59% Tidak Tercapai 

23 
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA 
RUANG 

Terwujudnya Pemenuhan Prasarana Kesehatan 
sesuai Standar Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pemenuhan Prasarana Kesehatan Sesuai 
Standar Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan 

10% 11,32% Tercapai 
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No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

Terwujudnya Pemenuhan Prasarana Pendidikan 
sesuai Standar Nasional 

Tingkat Pemenuhan Prasarana Pendidikan Sesuai 
Standar Nasional 

1% 2,45% Tercapai 

Meningkatnya Cakupan Akses Sanitasi Aman 
Komponen Pelayanan 

Cakupan Akses Sanitasi Aman Komponen Pelayanan 5% 5% Tercapai 

Meningkatkan Pemenuhan Sarana Prasarana 
Penunjang Kinerja ASN Sesuai Standar 

Persentase Pemenuhan Standar Sarana Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah 

82,4% 82,55% Tercapai 

Meningkatnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi 
Tingkat Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang 
Laik Fungsi 

5% 6,86% Tercapai 

Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana 
Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang 

Indeks Perencanaan Ruang dan Pemanfaatan Ruang 0,6% 0,64% Tercapai 

24 DINAS PERIKANAN Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan 5% 5,36% Tercapai 

25 DINAS PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian 2,33% 13,82% Tercapai 

26 DINAS PARIWISATA Meningkatnya Daya Tarik Wisata Pengembangan Destinasi Wisata 3 DESTINASI 3 DESTINASI Tercapai 

27 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL 
DAN MENENGAH 

Meningkatnya Kualitas Koperasi Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas 22% 33,59% Tercapai 

Meningkatnya Daya Saing UMKM Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas 6% 9,12% Tercapai 

28 DINAS PERINDUSTRIAN 
Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang 
dibina dan Difasilitasi 

Pengembangan Sentra Industri 1 SENTRA 2 SENTRA Tercapai 

29 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU 

Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Penanaman Modal 44,12 TRILIUN 41,59 TRILIUN Tidak Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima Nilai Kinerja Pelayanan Publik 80,32 POIN 81,8 POIN Tercapai 

30 DINAS KETENAGAKERJAAN 
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Iklim 
Ketenagakerjaan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66,00% 66,20% Tercapai 

31 DINAS PERHUBUNGAN Terwujudnya Keselamatan Lalu Lintas 
Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dimensi Perlengkapan 
Jalan, Kendaraan Laik Jalan, Manajemen Rekayasa Lalu 
Lintas 

54% 68,7% Tercapai 

32 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan 
Sampah 

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 21 POIN 21,79 POIN Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 39,75 POIN 41,31POIN Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) 22,43 POIN 23,2 POIN Tercapai 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) 57,6 POIN 63,36 POIN Tercapai 

33 Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 175 POIN 456 POIN Tercapai 
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No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN 
STATISTIK 

Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Indeks Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 
(PIKP) 

65 POIN 75 POIN Tercapai 

Meningkatnya Pelayanan Teknologi Informasi 
Komunikasi di Pemerintah Daerah 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,6 POIN 3,57 POIN Tercapai 

34 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL 

Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Indeks Kependudukan 75% 87,20% Tercapai 

35 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
Meningkatnya Capaian Ketepatan Waktu Tanggap 
Daerah (Respon Time) Petugas Pada Setiap Kejadian 

Pencapaian Ketepatan Waktu Tanggap (Respon Time) 
Petugas Pada Setiap Kejadian 

81% 81,30% Tercapai 

36 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Meningkatnya Ketertiban Masyarakat Indeks Ketertiban 31,36 POIN 85,56 POIN Tercapai 

37 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Terpenuhinya Standar Mutu Nasional Rumah Sakit Capaian Standar Mutu Nasional Rumah Sakit 74,33 POIN 77,78 POIN Tercapai 

38 KECAMATAN TAMBELANG Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 
 
 
  

  

  
  
  

  

85 POIN 85,98 POIN Tercapai 

39 KECAMATAN PEBAYURAN 85,5 POIN 86,01 POIN Tercapai 

40 KECAMATAN SERANG BARU 85,5POIN 88,35 POIN Tercapai 

41 KECAMATAN CIBARUSAH 86 POIN 86,15POIN Tercapai 

42 KECAMATAN BABELAN 86 POIN 94,11 POIN Tercapai 

43 KECAMATAN CABANGBUNGIN 86 POIN 86,98 POIN Tercapai 

44 KECAMATAN CIBITUNG 86 POIN 92,7 POIN Tercapai 

45 KECAMATAN CIKARANG BARAT 86 POIN 90,69 POIN Tercapai 

46 KECAMATAN CIKARANG PUSAT 86 POIN 86,9 POIN Tercapai 

47 KECAMATAN CIKARANG SELATAN 86 POIN 88,47 POIN Tercapai 

48 KECAMATAN CIKARANG TIMUR 

 

  86 POIN 88,325 POIN Tercapai 

49 KECAMATAN CIKARANG UTARA   86 POIN 93,13 POIN Tercapai 

50 KECAMATAN KARANGBAHAGIA   86POIN 87,35 POIN Tercapai 

51 KECAMATAN KEDUNGWARINGIN 

  
  

86 POIN 86 POIN Tercapai 

52 KECAMATAN MUARAGEMBONG 86 POIN 86,21 POIN Tercapai 

53 KECAMATAN SETU 88,2 POIN 90,33 POIN Tercapai 
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No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran PD Target Realisasi 
Status 

Ketercapaian 

54 KECAMATAN SUKAKARYA 
  

  

86 POIN 86,25 POIN Tercapai 

55 KECAMATAN SUKATANI   88 POIN 94,03 POIN Tercapai 

56 KECAMATAN SUKAWANGI   86 POIN 86,56 POIN Tercapai 

57 KECAMATAN TAMBUN SELATAN 
  
  
  

  

86 POIN 86,12 POIN Tercapai 

58 KECAMATAN TAMBUN UTARA 86 POIN 96,14 POIN Tercapai 

59 KECAMATAN TARUMAJAYA 86 POIN 88,23 POIN Tercapai 

60 KECAMATAN BOJONGMANGU 95 POIN 86,9 POIN Tidak Tercapai 
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Dari Tabel diatas diperoleh data bahwa dari 73  indikator sasaran Perangkat Daerah,  sebanyak 
66  Indikator tercapai dan  7  indikator tidak tercapai. 

 
Gambar 3.1. 

Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 
 

 
 

2. Presentase rata-rata capaian Program prioritas Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1.1.7 
Capaian Program Prioritas Daerah pada Perangkat Daerah 

 

NO PERANGKAT DAERAH CAPAIAN 

1 Sektretariat Daerah 56,79% 

2 Sekretariat DPRD 50,00% 

3 Inspektorat 94,00% 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00% 

                        
                          
         

                    

            
                      

                    

                  
                     

     

    

     

    

T NGKAT KETER APA AN
 N  KAT R  A ARAN PERANGKAT  AERA 

TA  N     

                      

  Jumlah Program Prioritas Daerah yang Tercapai 

             Jumlah Seluruh Prioritas Daerah  

(Persentase rata-rata capaian program prioritas daerah mitra bidang Pemerintahan 

& Pembangunan Manusia + mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam + 

mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

91,17 %      x      Bobot 100 

Bagi 3 

= 

= 

= 

2. Persentase rata-rata Capaian Program Prioritas Daerah  

x  100% 

(88,73%  +  92,78%  + 92,00%) 

 
3 

=    91,17 % 

=    91,17  Poin 
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NO PERANGKAT DAERAH CAPAIAN 

5 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 100,00% 

6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85,00% 

7 Badan Pendapatan Daerah 100,00% 

8 Badan Penelitian dan Pengembangan 100,00% 

9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100,00% 

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100,00% 

11 Dinas Arsip dan Perpustakaan 75,00% 

12 Dinas Pemadam Kebakaran 100,00% 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 97,67% 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 91,80% 

15 Dinas Sosial  100,00% 

16 Satuan Polisi Pamong Praja 96,91% 

17 Dinas Pendidikan 75,00% 

18 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 97,10% 

19 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 85,71% 

20 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 48,96% 

21 Dinas Kesehatan 98,18% 

22 Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung 100,00% 

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100,00% 

24 Dinas Perdagangan 100,00% 

25 Dinas Perindustrian 100,00% 

26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 75,00% 

27 Dinas Ketenagakerjaan 100,00% 

28 Dinas Pariwisata 100,00% 

29 Dinas Pertanian 100,00% 

30 Dinas Perikanan 100,00% 

31 Dinas Ketahanan Pangan 60,00% 

32 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air 94,00% 

33 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 80,00% 

34 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 100,0% 

35 Dinas Perhubungan 89,0% 

36 Dinas Lingkungan Hidup 94,0% 

37 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 94,0% 

RATA-RATA 91,17% 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase rata-rata 

realisasi capaian target program prioritas daerah sebesar 91,17%.  

 

Kesimpulan Capaian Indeks Kinerja Pengendalian dan Pembangunan Daerah (IKPPD): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

90,41   +  91,17   

2 
x  Bobot 100 

90,79  Poin 

= 

= 

Bagi 2 

x  Bobot 100 
Persentase rata-rata Capaian Sasaran Perangkat Daerah +  

Persentase rata-rata Capaian Program Prioritas Daerah 

                                      

Bagi 2 
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Tabel 3.1.1.8 

Capaian Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda  
Tahun 2023 

 

NO 
SASARAN INDIKATOR 

SASARAN  
TARGET 

2023 
REALISASI 

2023 
CAPAIAN 

KETERANGAN 

2 Meningkatnya 
kualitas pengendalian 
dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Indeks Kinerja 
Pengendalian 
Pembangunan 
Daerah 

65 Poin 90,79 Poin 139,67% TERCAPAI 

 

 

3.1.2  Capaian Program 

Berdasarkan dokumen Renja BAPPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2023 terdapat 

3 (tiga) Program yang menjadi urusan BAPPEDA yaitu:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

2. Program Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Berkenaan dengan pelaksanaan program pada BAPPEDA, telah dilakukan 

perhitungan atas capaian kinerja yang diukur dari formulasi perhitungan indikator 

program sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja BAPPEDA Tahun 2023, dengan 

hasil sebagai berikut: 
 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki 1 

(satu) Indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1.2.1 

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 
Tahun 2023 

 

No Program Indikator Program Formulasi Target 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 

Sesuai LKE RB 64,74 

 

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) merupakan alat ukur 

untuk menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal ini bertujuan agar tercipta tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik 

yang berkualitas. Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi, maka makin efektif 
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dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan 

publik yang berkualitas. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.418-Org/2023 

tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2023-2024 disebutkan bahwa parameter pengukuran pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang semula menggunakan indikator 8 area perubahan reformasi birokrasi 

(Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, 

Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), pada tahun 2023 

berubah menjadi 2 (dua) aspek penilaian yaitu : 

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan  

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. 

Adapun hasil perhitungan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat 

Daerah Bappeda Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Penilai RB Tingkat Kabupaten 

Bekasi terhadap beberapa aspek indikator penilaian, adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 3.1.2.2 

Hasil Penilaian IRBPD Bappeda Tahun 2023 
 

INDIKATOR PENILAIAN BOBOT NILAI 
NILAI 
AKHIR 

% 

1 2 3 4 5 

I.  RB GENERAL PD 65,00   50,26 77,32 

  A. Capaian Sasaran Strategis 36,00   26,45 73,48 

    1. Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 6,00 81,20 4,87 81,20 

    2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 6,00 69,98 4,20 69,98 

    3. Capaian IKU Perangkat Daerah 4,00 100,00 4,00 100,00 

    4. Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 4,00 50,00 2,00 50,00 

    5. Laporan Realisasi Anggaran 4,00 93,40 3,74 93,40 

    6. Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK 4,00 90,00 3,60 90,00 

    7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 4,00 81,19 3,25 81,19 

    8. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 4,00 20,00 0,80 20,00 

  B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 24,00   18,81 78,36 

    1. Indeks Kualitas Kebijakan Publik 4,00 89,96 3,60 89,96 

    2. Indeks Reformasi Hukum 4,00 77,20 3,09 77,20 

    3. 
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat 
(LAPOR)  

4,00 66,67 2,67 66,67 

    4. Tingkat Digitalisasi Arsip 4,00 75,85 3,03 75,85 

    5. 
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa 
Perangkat Daerah 

4,00 73,80 2,95 73,80 

    6. Indeks Profesionalitas ASN  4,00 86,66 3,47 86,66 
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  C. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General 5,00   5,00 100,00 

    1. Rencana Aksi Pembangunan RB General 2,00 100,00 2,00 100,00 

    2. 
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan 
RB General 

3,00 100,00 3,00 100,00 

II.  RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH 35,00   32,02 91,49 

  A. Strategi Membangunan RB Tematik 5,00   5,00 100,00 

    1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 2,00 100,00 2,00 100,00 

    2. 
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan 
RB Tematik 

3,00 100,00 3,00 100,00 

  B. Capaian Dampak RB Tematik 30,00   27,02 90,07 

    1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10,00 90,20 9,02 90,20 

    2. Capaian Kinerja Core Business Organisasi  20,00 90,00 18,00 90,00 

TOTAL NILAI RB PD 100,00   83,61 83,61 

Berdasarkan Tabel diatas disebutkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi 

BAPPEDA Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 83,61 dengan predikat (A) 

MEMUASKAN.  

Kesimpulan capaian Indeks RB Bappeda Tahun 2023  

Tabel 3.1.2.3 
Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

Tahun 2023 
 

No Program Indikator Program Formulasi Target Realisasi Ket 

1 Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Reformasi 
Birokrasi Perangkat 
Daerah 

Sesuai LKE 
RB 

64,74 83,61 TERCAPAI 

 

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

memiliki 3 (tiga) Indikator Program dengan rincian sebagaimana table berikut: 

 

Tabel 3.1.2.4 

Indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
Tahun 2023 

 

No Program Indikator Program Formulasi Target 

1 Program 
Perencanaan,  
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Tingkat Integrasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

Persentase Keselarasan RKPD Dengan 
RPJMD + Persentase Keselarasan Indikator 
Sasaran Daerah yang Sesuai Pedoman 
dibagi 2 

100% 

Tingkat Sinkronisasi 
Perencanaan Program 
Prioritas Propinsi dan 
Nasional dengan 
Program Prioritas 
Pemerintah Daerah 

Persentase Keselarasan Program Prioritas  
Nasional dengan Program Prioritas 
Pemerintah Daerah + Persentase 
Keselarasan Program Prioritas Propinsi 
dengan Program Prioritas Pemerintah 
Daerah dibagi 2 

68% 
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No Program Indikator Program Formulasi Target 

Tingkat Kinerja Proses 
Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

Persentase Capaian Program Prioritas 
Daerah + Persentase Capaian Sasaran 
Daerah dibagi 2 

65% 

 
 

 

1) Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan 

perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan daerah, baik 

dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah maupun dokumen 

perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah dengan Target 

sebesar 100%. Adapun aspek penilaian dari komponen Integrasi pada 

Indikator Program ini adalah :  

a. Keselarasan antara RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2023-2026 

(Tahun 2023).  

b. Keselarasan Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang sesuai dengan 

pedoman. 

a. Keselarasan antara RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2023-2026 

(Tahun 2023).  

Penilaian Keselarasan antara RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 

2023-2026 dilakukan dengan membandingkan: 

- Keselarasan nomenklatur Program pada RKPD dengan RPJMD 

- Keselarasan jumlah Program pada RKPD dengan RPJMD 

- Keselarasan Indikator Program pada RKPD dengan RPJMD 

- Keselarasan target Program pada RKPD dengan RPJMD 

Hasil pengukuran terhadap Keselarasan RKPD dengan RPJMD adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1.2.5 
Perbandingan Keselarasan RKPD Tahun 2023 dengan RPD 2023-2026 

 

NO PERANGKAT DAERAH 
RATA-RATA 

KESELARASAN 

1 Sektretariat Daerah 53,33% 

2 Sekretariat DPRD 0,00% 

3 Inspektorat 0,00% 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00% 

5 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 50,00% 

6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

0,00% 

7 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00% 

8 Satuan Polisi Pamong Praja  0,00% 

9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 91,67% 

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00% 
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NO PERANGKAT DAERAH 
RATA-RATA 

KESELARASAN 

11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83,33% 

12 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00% 

13 Dinas Pemadam Kebakaran 0,00% 

14 Badan Pendapatan Daerah 75,00% 

15 Dinas Sosial  30,00% 

16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00% 

17 RS Rumah Sakit Umum Daerah 0,00% 

18 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00% 

19 Dinas Kesehatan 38,10% 

20 Dinas Pendidikan 0,00% 

21 Dinas Arsip dan Perpustakaan 25,00% 

22 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 0,00% 

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 83,33% 

24 Dinas Perdagangan 9,09% 

25 Dinas Perindustrian 50,00% 

26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00% 

27 Dinas Ketenagakerjaan 0,00% 

28 Dinas Pariwisata 0,00% 

29 Dinas Pertanian 0,00% 

30 Dinas Perikanan 50,00% 

31 Dinas Ketahanan Pangan 0,00% 

32 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air 22,22% 

33 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan 

0,00% 

34 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00% 

35 Dinas Perhubungan 40,00% 

36 Dinas Lingkungan Hidup 35,71% 

37 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 40,00% 
 RATA-RATA KESELARASAN RKPD DENGAN RPJMD 20,99% 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Persentase 

Keselarasan RKPD dengan RPJMD adalah sebesar 20,99%. Hal tersebut 

disebabkan, pada saat proses verifikasi belum dilakukan secara mendalam 

dan detail terhadap keselarasan jumlah, nomenklatur, indikator, dan target 

program. Belum semua perangkat daerah juga melakukan proses 

perencanaan secara sinergis, terintegrasi, dan didukung analisis data dan 

informasi yang memadai. 

 

b. Keselarasan Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang sesuai dengan 

pedoman. 

Penilaian Keselarasan Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang sesuai 

dengan pedoman dilakukan dengan menganalisis Indikator Sasaran Perangkat 

Daerah menggunakan metode SMART (Specific, Measurable, Achieveble, 

Relevance dan Timebound). Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel 3.1.2.6 
Keselarasan Indikator sasaran Perangkat Daerah dengan pedoman (SMART) 

NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

1 Mengendalikan Laju 
Pertumbuhan Penduduk Tingkat 
Kabupaten 

Angka Kelahiran Total (Total 
Fertility Rate) 

2,4 Anak 2,3 Anak 2,2 Anak 2,1  Anak Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

2 Meningkatnya Cakupan Layanan 
Air Minum 

Cakupan Layanan Air Minum 44,09% 49,09% 54,09% 59,09% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS SUMBER DAYA AIR, 
BINA MARGA DAN BINA 
KONSTRUKSI 

3 Meningkatnya Keamanan 
Pangan 

Cakupan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) Yang 
Memenuhi Persyaratan Keamanan 
Pangan  

40% 50% 55% 60% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KETAHANAN PANGAN 

4 Terpenuhinya Standar Mutu 
Nasional Rumah Sakit 

Capaian Standar Mutu Nasional 
Rumah Sakit 

74,33% 87% 94% 99,96% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH 

5 Meningkatnya Iklim 
Perdagangan Yang Kondusif 

Indeks Harga Konsumen 118,96 Poin 122,96 Poin 126,96 Poin 130,96 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERDAGANGAN 

6 Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

Indeks Kesehatan 83,18 Poin 83,38 Poin 83,58 Poin 83,78 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KESEHATAN 

7 Meningkatnya Indeks 
Pembangunan Gender 

Indeks Pembangunan Gender 88,96 Poin 89,04 Poin 89,12 Poin 89,2 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

8 Meningkatnya Kualitas 
Pengembangan Cagar 
Budaya/Warisan Budaya Khas 
Kabupaten Bekasi 

Indeks Pembangunan Kebudayaan 
Berdasarkan Dimensi Ekonomi 
Budaya, Warisan Budaya Dan 
Ekspresi Budaya 

31 Poin 35 Poin 37 Poin 40 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KEBUDAYAAN, 
PEMUDA DAN OLAHRAGA 

9 Meningkatnya Kualitas Layanan 
Perpustakaan 

Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

7,41 Poin 7,71 Poin 8,01 Poin 8,31 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS ARSIP DAN 
PERPUSTAKAAN 

10 Meningkatnya Budaya Olahraga 
di Masyarakat, Prestasi Atlet 
dan SDM Olahraga yang 
Didukung Sarana dan Prasarana 
Serta Sistem Informasi 
Manajemen Olahraga dengan 
Melibatkan Peran serta Dunia 
Usaha dan Masyarakat 

Indeks Pembangunan Olahraga 
Berdasarkan Dimensi Angka 
Partisipasi Masyarakat 
Berolahraga, Ruang Terbuka  
Olahraga Dan Sdm Keolahragaan 

0,01 Poin 0,02 Poin 0,03 Poin 0,04 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KEBUDAYAAN, 
PEMUDA DAN OLAHRAGA 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

11 Meningkatnya Fasilitasi 
Pengembangan Keterampilan, 
Kewirausahaan Pemuda, 
Kemandirian, Kepeloporan serta 
Pastisipasi Pemuda dalam 
Pembangunan Olahraga 

Indeks Pembangunan Pemuda 
(IPP) Berdasarkan Dimensi 
Pemuda Yang Aktif, Pemuda 
Berprestasi Dan Wirausaha Muda 

30,25 Poin 30,5 Poin 30,75 Poin 31 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KEBUDAYAAN, 
PEMUDA DAN OLAHRAGA 

12 Meningkatnya Mutu dan 
Relevansi Pendidikan 

Indeks Pendidikan 0,7 Poin 0,71 Poin 0,72 Poin 0,73 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PENDIDIKAN 

13 Mewujudkan Ketersediaan 
Pangan Daerah  

Ketersediaan Pangan Pokok 97,96% 97,97% 97,98% 97,99% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KETAHANAN PANGAN 

14 Meningkatnya Luasan Kawasan 
Kumuh Yang Tertangani 

Persentase Kawasan Kumuh Yang 
Tertangani 

44,08% 44,95% 45,82% 46,69% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN PERTANAHAN 

15 Meningkatnya Ketersediaan 
Lahan Untuk Kepentingan 
Umum 

Persentase Kebutuhan Lahan 
Untuk Kepentingan Umum Yang 
Terpenuhi 

35% 40% 50% 65% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound 

16 Meningkatnya Skor Capaian 
Kabupaten Layak Anak (KLA) 

Skor Capaian Kabupaten Layak 
Anak (KLA) 

602 Poin 612 Poin 622 Poin 632 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

17 Mewujudkan Ketersediaan 
Pangan Daerah 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,8 Poin 86,9 Poin 87 Poin 87,1 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KETAHANAN PANGAN 

18 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan PPKS  

Tingkat Cakupan PPKS Yang 
Ditangani 

21,16% 23,28% 25,60% 28,16% Kurang (Lebih 
Tepat Menjadi 
Cakupan PPKS 

Yang 
Mendapatkan 

Pelayanan) 

Measurable Achieveable Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 
Dekat Dengan 

Sasaran 
Meningkatnya 

Kualitas 
Pelayanan PPKS) 

Timebound DINAS SOSIAL 

19 Meningkatnya Kemandirian 
Desa 

Tingkat Desa Mandiri 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% Kurang (Lebih 
Tepat Jika 

Dispesifikkan 
Menjadi 

Persentase 
Peningkatan 
Status Desa 

Mandiri, 
Persentase 

Pengentasan 
Desa 

Tertinggal) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Dapat 

Menyebabkan Hasil 
Perhitungan 

Pencapaian Target 
Kinerja Yang 

Berbeda Dan Tidak 
Terukur 

Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit Untuk 

Dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 
Dekat Dengan 

Sasaran 
Meningkatnya 
Kemandirian 

Desa) 

Timebound DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

20 Terwujudnya Pemenuhan 
Prasarana Kesehatan Sesuai 
Standar Mutu Layanan Fasilitas 
Kesehatan 

Tingkat Pemenuhan Prasarana 
Kesehatan Sesuai Standar Mutu 
Layanan Fasilitas Kesehatan 

10% 14% 20% 25% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

21 Terwujudnya Pemenuhan 
Prasarana Pendidikan Sesuai 
Standar Nasional 

Tingkat Pemenuhan Prasarana 
Pendidikan Sesuai Standar 
Nasional 

1% 1,20% 1,50% 1,80% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

22 Meningkatnya Hasil Produksi 
Perikanan 

Tingkat Pertumbuhan Produksi 
Perikanan 

5% 5% 5% 5% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERIKANAN 

23 Meningkatnya Produksi 
Pertanian 

Tingkat Pertumbuhan Produksi 
Pertanian 

2,33% 2,55% 2,75% 2,96% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERTANIAN 

24 Meningkatnya Daya Tarik 
Wisata 

Pengembangan Destinasi Wisata 3 Destinasi 4 Destinasi 5 Destinasi 6 Destinasi Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PARIWISATA 

25 Meningkatnya Kualitas Koperasi Tingkat Pertumbuhan Koperasi 
Berkualitas 

22% 27% 32% 37% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

26 Meningkatnya Daya Saing 
UMKM 

Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik 
Kelas 

6% 9% 12% 15% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

27 Meningkatnya Industri Kecil Dan 
Menengah Yang Dibina Dan 
Difasilitasi 

Pengembangan Sentra Industri 1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra Kurang (Jenis 
Industri Yang 

Bagaimana Yang 
Dikembangkan) 

Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERINDUSTRIAN 

28 Meningkatnya Daya Saing 
Produk Ekspor 

Pertumbuhan Nilai Ekspor 2% 4% 6% 8% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERDAGANGAN 

29 Meningkatnya Realisasi 
Investasi 

Nilai Realisasi Penanaman Modal 44,12 Rp 
Triliun 

45,00 Rp 
Triliun 

45,90 Rp 
Triliun 

46,82 Rp 
Triliun 

Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 

30 Peningkatan Daya Saing Tenaga 
Kerja Dan Iklim Ketenagakerjaan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 

66,00% 66,10% 66,20% 66,30% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KETENAGAKERJAAN 

31 Meningkatnya Ketersediaan  
Lahan  

Persentase Kebutuhan Lahan 
Untuk Jalan Yang Terpenuhi 

35% 40% 50% 65% Kurang (Lebih 
Tepat 

Persentase 
Penyediaan 
Lahan Untuk 

Jalan) 

Measurable Achieveable Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 
Dekat Dengan 

Sasaran 
Meningkatnya 
Ketersediaan 

Lahan) 

Timebound DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN PERTANAHAN 

32 Terwujudnya Keselamatan Lalu 
Lintas 

Tingkat Keselamatan Lalu Lintas 
Dimensi Perlengkapan Jalan, 
Kendaraan Laik Jalan, Manajemen 
Rekayasa Lalu Lintas 

54% 60% 66% 73% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERHUBUNGAN 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

33 Meningkatnya Konektivitas 
Antar Jalan  
Kabupaten 

Tingkat Konektivitas Antar Jalan 
Kabupaten 

81,38% 87,71% 92,88% 97,53% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS SUMBER DAYA AIR, 
BINA MARGA DAN BINA 
KONSTRUKSI 

34 Meningkatnya Ketersediaan 
Jalan Lingkungan Permukiman 
Dan Perumahan Dalam Kondisi 
Baik 

Tingkat Konektivitas Antar 
Permukiman Dan Perumahan 

30,33% 42,37% 47,35% 52,44% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN PERTANAHAN 

35 Meningkatnya Cakupan Akses 
Sanitasi Aman Komponen 
Pelayanan 

Cakupan Akses Sanitasi Aman 
Komponen Pelayanan 

5% 7% 9% 11% Specific (Lebih 
Tepat Menjadi 
Cakupan Akses 
Sanitasi Aman 

Komponen 
Pelayanan Pada 
Area Pelayanan) 

Measurable Achieveable (Sumber 
Daya Dan 

Kemampuan Internal 
Belum Mendukung 

Tercapainya Target) 

Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

36 Meningkatnya Penanganan Dan 
Pengurangan Sampah 

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 
(IKPS) 

21 Poin 21,25 Poin 21,75 Poin 22 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

37 Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup  

Indeks Kualitas Air (IKA) 39,75 Poin 39,85 Poin 39,95 Poin 40,05 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

38 Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup  

Indeks Kualitas Lahan (IKL) 22,43 Poin 22,48 Poin 22,53 Poin 22,58 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

39 Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup  

Indeks Kualitas Udara (IKU) 57,6 Poin 57,7 Poin 57,8 Poin 57,9 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

40 Meningkatnya Kualitas Dan 
Pemenuhan Rencana Tata 
Ruang Serta Perwujudan Tertib 
Tata Ruang  

Indeks Perencanaan Ruang Dan 
Pemanfaatan Ruang 

0,6 Poin 0,68 Poin 0,76 Poin 0,85 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

41 Meningkatnya Akses 
Masyarakat Terhadap 
Ketersediaan Sanitasi  

Tingkat Akses Sanitasi Layak Dan 
Aman 

85,38% 85,56% 85,74% 85,92% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN PERTANAHAN 

42 Meningkatnya Efektivitas Tata 
Kelola Pemerintahan 

Cakupan Nilai Reformasi Birokrasi 
Dimensi Deregulasi Kebijakan, 
Pelaksanaan Tata Laksana, Manajemen 
Perubahan, Pelayanan Publik Dan 
Penguatan Organisasi 

62,57% 67,53% 70,47% 72,70% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound SEKRETARIAT DAERAH 

43 Mewujudkan Pengembangan 
Dan Penguatan Sistem Inovasi 
Daerah 

Indeks Inovasi 30 Poin 33 Poin 36 Poin 39 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

44 Meningkatnya Indeks 
Kapabilitas Apip  

Indeks Kapabilitas APIP 2 Poin 3 Poin 3 Poin 3 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound INSPEKTORAT 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

45 Meningkatnya Keamanan 
Informasi 

Indeks Keamanan Informasi 
(KAMI) 

175 Poin 185 Poin 195 Poin 205 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA, PERSANDIAN 
DAN STATISTIK 

46 Meningkatnya Cakupan Dan 
Kualitas Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil 

Indeks Kependudukan 75 Poin 80 Poin 85 Poin 100 Poin Kurang 
(Seharusnya 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Terhadap 
Pelayanan 

Administrasi 
Kependudukan, 

Prosentase 
Kepemilikan Akta 
Kelahiran, Rasio 

Pasangan 
Berakta Nikah, 

Dll) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Dapat 
Menyebabkan 

Hasil Perhitungan 
Pencapaian 

Target Kinerja 
Yang Berbeda Dan 

Tidak Terukur 
Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit Untuk 

Dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak Terkait 
Secara Dekat Dengan 
Sasaran Cakupan Dan 

Kualitas Pelayanan 
Administrasi 

Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil) 

Timebound DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL 

47 Meningkatnya Pelayanan Publik 
Di Kecamatan  

Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Poin 86 Poin 87 Poin 88 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN TAMBELANG 

48 85,5 Poin 86 Poin 86,5 Poin 87 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN PEBAYURAN 

49 85,5 Poin 86 Poin 86,5 Poin 87 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN SERANG BARU 

51 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN BABELAN 

53 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound 
KECAMATAN 
CABANGBUNGIN 

54 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIBARUSAH 

55 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIBITUNG 

56 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIKARANG 
BARAT 

57 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIKARANG 
PUSAT 

58 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIKARANG 
SELATAN 

59 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIKARANG 
TIMUR 

60 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN CIKARANG 
UTARA 

61 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN 
KARANGBAHAGIA 

62 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN 
KEDUNGWARINGIN 

63 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN 
MUARAGEMBONG 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

67 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN SUKAKARYA 

69 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN SUKAWANGI 

71 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN TAMBUN 
SELATAN 

72 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN TAMBUN 
UTARA 

73 86 Poin 87 Poin 88 Poin 89 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN TARUMAJAYA 

74 88 Poin 88,5 Poin 89 Poin 89,5 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN SUKATANI 

75 88,2 Poin 88,7 Poin 89 Poin 90,1 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN SETU 

76 95 Poin 96 Poin 97 Poin 98 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound KECAMATAN 
BOJONGMANGU 

77 Meningkatnya Kualitas 
Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Indeks Kinerja Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65 Poin 70 Poin 75 Poin 80 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

78 Meningkatnya Indeks Maturitas 
SPIP 

Indeks Maturitas SPIP 2 Poin 3 Poin 3 Poin 3 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound INSPEKTORAT 

79 Meningkatnya Pengelolaan 
Informasi Dan Komunikasi 
Publik  

Indeks Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik (PIKP) 

65 Poin 70 Poin 75 Poin 80 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA, PERSANDIAN 
DAN STATISTIK 

80 Meningkatkan Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Dan Barang Milik Daerah 

Indeks Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

30,28 Poin 30,28 Poin 35,28 Poin 38,14 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

81 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Indeks Perencanaan  84,17 Poin 86,67 Poin 89,17 Poin 91,67 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

82 Meningkatnya Kompetensi ASN Indeks Profesionalisme ASN 
Dimensi Kompetensi 

15 Poin 16,5 Poin 17 Poin 17,5 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA 

83 Terwujudnya Sistem Merit 
Dalam Manajemen ASN di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi 

Indeks Sistem Merit 273 Poin 282 Poin 291 Poin 302 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA 

84 Meningkatnya Pelayanan 
Teknologi Informasi Komunikasi 
di Pemerintah Daerah 

Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

2,6 Poin 2,9 Poin 3,2 Poin 3,5 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA, PERSANDIAN 
DAN STATISTIK 

85 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Yang Prima 

Nilai Kinerja Pelayanan Publik 80,32 Poin 81,92 Poin 83,55 Poin 85,55 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

86 Meningkatnya Kualitas 
Kebijakan 

Nilai Kualitas Kebijakan 73 Poin 75 Poin 77 Poin 78 Poin Kurang (Lebih 
Tepat Indeks 

Kualitas 
Kebijakan) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Dapat 

Menyebabkan Hasil 
Perhitungan 

Pencapaian Target 
Kinerja Yang Berbeda 

Dan Tidak Terukur 
Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit untuk 

dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Kurang 

Relevan Terhadap 
Kondisi Yang 

Akan Dicapai) 

Timebound SEKRETARIAT DAERAH 

87 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Kearsipan 
Yang Komprehensif Dan 
Terpadu Guna Tercapainya 
Ketersediaan Arsip Untuk 
Pelayanan Dan Pemanfaatan 
Arsip  

Nilai Pengawasan Kearsipan 75,5 Poin 76 Poin 76,5 Poin 77 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS ARSIP DAN 
PERPUSTAKAAN 

88 Meningkatnya Efektivitas Tata 
Kelola Pemerintahan  

Nilai SAKIP Pemda 68,59 Poin 69,76 Poin 70,93 Poin 72,1 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound SEKRETARIAT DAERAH 

89 Meningkatkan Pemenuhan 
Sarana Prasarana Penunjang 
Kinerja ASN Sesuai Standar 

Persentase Pemenuhan Standar 
Sarana Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah 

82,40% 82,90% 83,40% 83,90% Specific Measurable Kurang (Sumber 
Daya Belum 
Mendukung 
Tercapainya 

Target) 

Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

90 Meningkatnya Bangunan 
Gedung Yang Laik Fungsi  

Tingkat Bangunan Gedung 
Pemerintah Daerah Yang Laik 
Fungsi 

5% 6% 7% 8% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS CIPTA KARYA DAN 
TATA RUANG 

91 Meningkatnya Kinerja 
Penggalian Sumber Pendapatan 
Asli Daerah 

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah 

7,50% 8% 9% 10% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PENDAPATAN 
DAERAH 

92 Optimalnya Pengembangan 
Iklim Demokrasi Daerah  

Indeks Demokrasi Komponen 
Kebebasan Sipil Dan Hak-Hak 
Politik 

70,28 Poin 71,88 Poin 72,07 Poin 72,09 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 

93 Meningkatkan Fasilitasi 
Kapasitas Hubungan 
Kelembagaan Dprd Dan 
Pembahasan Perda Dan 
Penjaringan Aspirasi  

Tingkat Fasilitasi Kapasitas, 
Hubungan Kelembagaan Dprd Dan 
Pembahasan Perda Dan 
Penjaringan Aspirasi 

100% 100% 100% 100% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound SEKRETARIAT DPRD 

94 Optimalnya Fasilitasi Perda 
Inisiatif Dewan  

Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif 
Dewan 

100% 100% 100% 100% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound SEKRETARIAT DPRD 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

95 Optimalnya Fasilitasi 
Rekomendasi Dprd Terhadap 
Eksekutif 

Tingkat Fasilitasi Rekomendasi 
Dprd Terhadap Eksekutif 

100% 100% 100% 100% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound SEKRETARIAT DPRD 

96 Optimalnya Perkembangan 
Kesetaraan, Toleransi Dan 
Kerjasama Antar Umat 
Beragama 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 23,7 Poin 24 Poin 24,3 Poin 24,45 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 

97 Meningkatnya Ketertiban 
Masyarakat 

Indeks Ketertiban  31,36 Poin 33,16 Poin 34,56 Poin 34,68 Poin Kurang (Lebih 
Tepat 

Persentase 
Kasus 

Gangguan 
Ketertiban 

Masyarakat 
Yang Dapat 

Diselesaikan) 

Kurang  (Indikator 
Tersebut Dapat 

Menyebabkan Hasil 
Perhitungan 

Pencapaian Target 
Kinerja Yang 

Berbeda Dan Tidak 
Terukur 

Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit Untuk 

Dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 

Langsung 
Terhadap Kondisi 

Yang Akan 
Dicapai) 

Timebound SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA 

98 Optimalnya Pemahaman 
Ideologi Pancasila, Wawasan 
Kebangsaan Dan Karakter 
Bangsa  

Indeks Wawasan Kebangsaan 24,78 Poin 24,93 Poin 25,17 Poin 25,35 Poin Kurang 
(Indikator 

Kurang Spesifik 
Dan Bukan 
Merupakan 

Rumus Baku, 
Bisa Diganti 

Dengan 
Persentase 

Peningkatan 
Cakupan 

Pendidikan 
Pancasila, 
Wawasan 

Kebangsaan, 
Dan Karakter 

Bangsa) 

Kurang  (Indikator 
Tersebut Dapat 
Menyebabkan 

Hasil Perhitungan 
Pencapaian 

Target Kinerja 
Yang Berbeda Dan 

Tidak Terukur 
Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit Untuk 

Dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 

Langsung 
Terhadap Kondisi 

Yang Akan 
Dicapai) 

Timebound BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 

99 Meningkatnya Kapasitas Daerah 
Dalam Penanggulangan Bencana 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,45 Poin 0,46 Poin 0,47 Poin 0,48 Poin Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

100 Meningkatnya Capaian 
Ketepatan Waktu Tanggap 
Daerah (Respon Time) Petugas 
Pada Setiap Kejadian 

Pencapaian Ketepatan Waktu 
Tanggap (Respon Time) Petugas 
Pada Setiap Kejadian 

81% 82% 83% 84% Specific Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN 
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NO SASARAN PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR SASARAN 
PERANGKAT DAERAH 

TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH KRITERIA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 

2023 2024 2025 2026 SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVEABLE RELEVANCE TIMEBOUND  

101 Terpenuhinya Fasilitasi, 
Penyediaan Dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana 

Pencapaian Spm Bidang 
Perumahan Rakyat Dan Kawasan 
Permukiman 

100% 100% 100% 100% Kurang (Lebih 
Tepat Tingkat 

Penyediaan Dan 
Rehabilitasi 

Rumah Layak 
Huni Bagi Korban 

Bencana) 

Measurable Achieveable Relevance Timebound DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
DAN PERTANAHAN 

102 Meningkatnya Pengelolaan Dan 
Pengendalian Sumber Daya Air 

Tingkat Efektifitas Mitigasi 
Pengendalian Banjir Dan 
Kekeringan 

18,12% 19,51% 29,44% 33,93% Kurang 
(Indikator 

Kurang 
Spesifik Dan 

Bukan 
Merupakan 

Indikator 
Baku) 

Kurang  (Indikator 
Tersebut Dapat 

Menyebabkan Hasil 
Perhitungan 

Pencapaian Target 
Kinerja Yang Berbeda 

Dan Tidak Terukur 
Ketercapaian 
Sasarannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut 

Menyebabkan 
Sasaran Sulit Untuk 

Dinilai 
Ketercapaiannya) 

Kurang (Indikator 
Tersebut Tidak 
Terkait Secara 

Langsung 
Terhadap Kondisi 

Yang Akan 
Dicapai) 

Timebound DINAS SUMBER DAYA AIR, 
BINA MARGA DAN BINA 
KONSTRUKSI 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari jumlah seluruh indikator 

sasaran perangkat daerah sebanyak 95 indikator sasaran perangkat daerah, 

sebanyak 83 indikator atau sebesar 87,37% telah sesuai dengan kriteria SMART 

(Specific, Measurable, Achieveble, Relevance dan Timebound) dalam mencapai 

tujuan sasaran perangkat daerah.  

Kesimpulan capaian Tingkat Integrasi Perencanaan antara lain: 

Tabel 3.1.2.7 
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 
Indikator  : Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan 

NO 
INDIKATOR 
PROGRAM 

FORMULASI TARGET REALISASI STATUS 

1 Tingkat Integrasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Persentase Keselarasan 
RKPD Dengan RPJMD 
(20,99%)  
Persentase Keselarasan 
Indikator Sasaran 
Daerah yang Sesuai 
Pedoman 
(87,37%) 
(20,99 % + 87,37%) : 2 = 
54,18%  

100% 54,18 % TIDAK 
TERCAPAI 

 

2)  Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Propinsi dan Nasional 

Dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah 

Sinkronisasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan Program 

Prioritas yang ada pada dokumen perencanaan daerah dengan dokumen 

perencanaan Provinsi dan Nasional, target indicator sebesar 68%. Adapun aspek 

penilaian dari komponen Integrasi pada Indikator Program ini adalah :  

a. Keselarasan Program prioritas antara daerah dengan Provinsi 

Untuk mengetahui Keselarasan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat 

dengan Program Prioritas Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1.2.8 

Persentase Keselarasan Program Prioritas Provinsi dengan Program 
Prioritas Pemerintah Daerah 

NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS DAERAH 

1. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah Peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik 

2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan 
berbasis inovasi 

Peningkatan daya saing dan kesempatan 
kerja 

3. Pengembangan destinasi dan insfrastruktur 
pariwisata 

4. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayan 
dan pengelolaan lingkungan hidup 

Peningkatan kulaitas lingkungan hidup dan 
pengelolaan persampahan 

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas 
antar wilayah 

5. Penguatan sistem ketahanan pangan 
berkelanjutan 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

6. Reformasi sistem kesehatan daerah 

7. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan 
kebudayaan 

8. Reformasi sistem perlindungan sosial 

9. Gerakan membangun desa 

10. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan 
risiko bencana 

Peningkatan kondusivitas wilayah dalam 
rangka stabilisasi ekonomi 

11. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 

JUMLAH 

  Sumber data : RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Prioritas Provinsi 

Jawa Barat telah selaras dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi. Hal ini dilihat dari setiap aspek prioritas daerah telah sinergi  dengan 

program prioritas Provinsi Jawa Barat. 

b. Keselarasan Program prioritas antara daerah dengan Nasional 

Untuk mengetahui Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1.2.9 

Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional  dengan  
Program Prioritas Pemerintah Daerah 

NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KAB. BEKASI PRIORITAS NASIONAL 

1 Inovasi pelayanan 
publik dan penataan 
daerah 

Peningkatan kualitas tata 
kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik 

Memperkuat stabilitas 
Polhukhankam dan 
transfortasi pelayanan 
publik 

Memperkuat 
ketahanan 
ekonomi 
untuk 
pertumbuhan 
yang 
berkualitas 
dan 
berkeadilan 

2 Pendidikan agama 
dan tempat ibadah 
juara 

Peningkatan kondusivitas 
wilayah dalam rangka 
stabilisasi ekonomi 

3 Reformasi sistem 
kesiapsiagaan 
penanggulanagn risiko 
bencana 

Membangun lingkungan 
hidup, meningkatkan 
ketahanan bencana dan 
perubahan iklim 

4 Pengembangan 
infrastruktur 
konektivitas wilayah 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 

Peningkatan kualitas 
lingkungan hidup dan 
pengelolaan persampahan  

Peningkatan infrastruktur 
dan konektivitas antar 
wilayah 

Memperkuat infrastruktur 
untuk mendukung 
pengembangan ekonomi 
dan pelayanan dasar 

5 Penguatan sistem 
ketahanan pangan 
berkelanjutan 

Peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia 

Revolusi mental dan pembangunan 
kebudayaan 
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NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KAB. BEKASI PRIORITAS NASIONAL 

6 Reformasi sistem 
kesehatan daerah 

7 Reformasi sistem 
pendidikan dan 
pemajuan 
kebudayaan 

8 Reformasi sistem 
perlindungan sosial 

9 Gerakan membangun 
desa 

10 Pemulihan dan 
pertumbuhan 
ekonomi kerakyatan 
berbasis inovasi 

Peningkatan daya saing 
dan kesempatan kerja 

Meningkatan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya saing 

11 Pengembangan 
destinasi dan 
infrastruktur 
pariwisata 

Sumber data : RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Prioritas 

Nasional telah selaras dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi, semua program prioritas pembangunan di Kabupaten Bekasi telah mengacu 

pada dokumen perencanaan prioritas pusat/nasional.  

Kesimpulan capaian Tingkat Sinkonisasi Perencanaan antara lain: 

Tabel 3.1.2.10 
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Indikator  : Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 
 

NO INDIKATOR 
PROGRAM 

FORMULASI TARGET REALISASI STATUS 

1 Tingkat 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Persentase Keselarasan 
Program Prioritas Daerah 
dengan Provinsi 
(99%) 
 
Persentase Keselarasan 
Program Prioritas Daerah 
dengan Nasional 
(99%) 
 
(99% + 99%) : 2 = 99%  

68% 99 % TERCAPAI 

3) Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 

Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah, target 65%, terdiri dari 

komponen: 

a. Persentase Realisasi Capaian Target Program Prioritas Daerah 

b. Persentase Realisasi Capaian Target Sasaran Perangkat Daerah 
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a. Persentase Realisasi Capaian Target Program Prioritas Daerah 

Tabel 3.1.2.11 

Persentase Realisasi Capaian Target Program Prioritas Daerah 
 

NO PERANGKAT DAERAH CAPAIAN 

1 Sektretariat Daerah 56,79% 

2 Sekretariat DPRD 50,00% 

3 Inspektorat 94,00% 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00% 

5 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 100,00% 

6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85,00% 

7 Badan Pendapatan Daerah 100,00% 

8 Badan Penelitian dan Pengembangan 100,00% 

9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100,00% 

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100,00% 

11 Dinas Arsip dan Perpustakaan 75,00% 

12 Dinas Pemadam Kebakaran 100,00% 

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 97,67% 

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 91,80% 

15 Dinas Sosial  100,00% 

16 Satuan Polisi Pamong Praja 96,91% 

17 Dinas Pendidikan 75,00% 

18 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 97,10% 

19 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 85,71% 

20 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 48,96% 

21 Dinas Kesehatan 98,18% 

22 Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung 100,00% 

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100,00% 

24 Dinas Perdagangan 100,00% 

25 Dinas Perindustrian 100,00% 

26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 75,00% 

27 Dinas Ketenagakerjaan 100,00% 

28 Dinas Pariwisata 100,00% 

29 Dinas Pertanian 100,00% 

30 Dinas Perikanan 100,00% 

31 Dinas Ketahanan Pangan 60,00% 

32 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air 94,00% 

33 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 80,00% 

34 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 100,0% 

35 Dinas Perhubungan 89,0% 

36 Dinas Lingkungan Hidup 94,0% 

37 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 94,0% 

RATA-RATA 91,17% 

 

b. Persentase Persentase Realisasi Capaian target Sasaran Perangkat Daerah 

Berdasarkan laporan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 disebutkan bahwa 

terdapat 73 indikator sasaran perangkat daerah dan sebanyak 66 indikator sasaran 

tercapai serta 7 indikator sasaran tidak tercapai. Artinya 66 dari 73 Indikator tercapai 

sebesar 90,41% , Dimana terdapat 7 perangkat daerah yang tidak tercapai indikator 

sasarannya yaitu : 

1) Sekretariat Daerah 

2) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,  
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3) Dinas Pendidikan 

4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

7) Kecamatan Bojongmangu. 

Kesimpulan capaian Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 

antara lain: 

Tabel 3.1.2.12 
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Indikator  : Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 
 

NO 
INDIKATOR 
PROGRAM 

FORMULASI TARGET REALISASI STATUS 

1 Tingkat Kinerja 
Pengendalian 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase Realisasi Capaian 
Target Program Prioritas 
Daerah 
(91,17%) 
 
Persentase Realisasi Capaian 
Target Sasaran Perangkat 
Daerah 
(90,41%) 
 
(91,17% + 90,41%) : 2 = 99%  

65% 90,79% TERCAPAI 

 

Jadi dapat disimpulkan Capaian  Program Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.2.13 

Capaian  Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
Tahun 2023 

 

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

1 Program 
Perencanaan,  
Pengendalian 
dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

100% 54,18 TIDAK 
TERCAPAI 

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Propinsi dan Nasional 
dengan Program Prioritas Pemerintah 
Daerah 

68% 99% TERCAPAI 

Tingkat Kinerja Proses Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65% 90,79% TERCAPAI 

 
 
 
 

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki 9 

(sembilan) Indikator Program dengan rincian sebagaimana table berikut: 

 
 

90,79%
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Tabel 3.1.2.14 

Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tahun 2023 

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI TARGET REALISASI CAPAIAN BIDANG 

1 Program 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Tingkat Integrasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
Bidang 
Pemerintahan Dan 
Pembangunan 
Manusia 

Persentase keselarasan 
renstra pd dengan rpjmd 

+ 
Persentase keselarasan 
renja pd dengan rkpd +  

Persentase keselarasan 
renja pd dengan renstra 
pd (lingkup mitra bidang 
ppm)  dibagi 3 

100%  57,72%  TIDAK 
TERCAPAI 

PPM 

Tingkat sinkronisasi 
perencanaan 
program prioritas 
daerah dengan 
perangkat daerah 
bidang 
pemerintahan dan 
pembangunan 
manusia 

Persentase Keselarasan 
Program Prioritas 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
(Lingkup Mitra Bidang 
Ppm)  

68% 81,96% TERCAPAI 

Tingkat kinerja 
proses 
pengendalian 
pembangunan 
daerah bidang 
pemerintahan dan 
pembangunan 
manusia 

Persentase Realisasi 
Capaian Target Program 
Prioritas + Persentase 
Realisasi Capaian Target 
Sasaran Pd Dibagi 2 
(Lingkup Mitra Bidang 
Ppm)   

65% 86,79%   TERCAPAI 

Tingkat Integrasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
Bidang Ekonomi 
Dan Sumber Daya 
Alam 

Persentase keselarasan 
renstra pd dengan rpjmd 

+ 
Persentase keselarasan 
renja pd dengan rkpd +  
Persentase keselarasan 
renja pd dengan renstra 
pd (lingkup mitra bidang 
ekosda)  dibagi 3 

100% 71,34%   TIDAK 
TERCAPAI 

EKOSDA 

Tingkat Sinkronisasi 
Perencanaan 
Program Prioritas 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
Bidang Ekonomi 
Dan Sumber Daya 
Alam 

Persentase Keselarasan 
Program Prioritas 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
(Lingkup Mitra Bidang 
Ekosda)  

68%  97,84%  TERCAPAI 

Tingkat kinerja 
proses 
pengendalian 
pembangunan 
daerah bidang 
ekonomi dan 
sumber daya alam 

Persentase realisasi 
capaian target program 

prioritas persentase 
realisasi capaian target 

sasaran pd  
Dibagi 2 (lingkup mitra 
bidang ekosda)   

65% 79,72%  TERCAPAI 

Tingkat integrasi 
perencanaan 
pembangunan 
daerah dengan 
perangkat daerah 
bidang  
infrastruktur dan 
kewilayahan 

Persentase keselarasan 
renstra pd dengan rpjmd 

+ 
Persentase keselarasan 
renja pd dengan rkpd +  
Persentase keselarasan 
renja pd dengan renstra 
pd (lingkup mitra bidang 
infraswil)  dibagi 3 

100%  63,92%  TIDAK 
TERCAPAI 

INFRASWIL 
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NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI TARGET REALISASI CAPAIAN BIDANG 

Tingkat sinkronisasi 
perencanaan 
program prioritas 
daerah dengan 
perangkat daerah 
bidang  
infrastruktur dan 
kewilayahan 

Persentase Keselarasan 
Program Prioritas 
Daerah Dengan 
Perangkat Daerah 
(Lingkup Mitra Bidang  
Infraswil)  

68%  94,81% TERCAPAI  

Tingkat kinerja 
proses 
pengendalian 
pembangunan 
daerah  
bidang  
infrastruktur dan 
kewilayahan 

Persentase realisasi 
capaian target program 

prioritas persentase 
realisasi capaian target 

sasaran pd  
Dibagi 2 (lingkup mitra 
bidang infraswil)   

65%  91,83% TERCAPAI  

 
 

Penilaian masing-masing indicator dilakukan dengan menilai dokumen perencanaan 

tiap perangkat daerah dengan kriteria : 

a. Tingkat Integrasi Perencanaan , dilakukan dengan membandingkan : 

- Keselarasan Renstra PD dengan RPD (Program, Indikator, Target) 

- Keselarasan Renja dengan RKPD (Program, Indikator, Target) 

- Keselarasan Renja dengan Renstra (Program, Indikator, Target) 

b. Tingkat SInkronisasi Perencanaan , dilakukan dengan membandingkan : 

- Keselarasan Program prioritas pada Renja PD dengan RKPD (Program, 

Indikator, Target) 

c. Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah , dilakukan dengan menilai  : 

- Capaian Program Prioritas PD 

- Capaian Sasaran PD 

Hasil perhitungan masing-masing indicator per Mitra Bidang antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 3.1.2.15 

Rekapitulasi perhitungan Tingkat Integrasi Perencanaan, Tingkat Sinkronisasi 
Perencanaan dan Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

NO PERANGKAT DAERAH 

TINGKAT INTEGRASI PERENCANAAN 

TINGKAT 
SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

TINGKAT KINERJA 
PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

RENSTRA 
DENGAN RPD 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

 RENJA 
DENGAN 

RKPD 
 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

 RENJA 
DENGAN 
RENSTRA 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

PROGRAM 
PRIORITAS DAERAH 

DENGAN 
PERANGKAT 

DAERAH 
 

RATA-RATA 
CAPAIAN 

PROGRAM 
PRIORITAS / 
PROGRAM 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

RATA-RATA 
CAPAIAN 
SASARAN 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

1 Sektretariat Daerah 93,33% 50,00% 87,50% 93,33% 56,79% 0% 

2 Sekretariat DPRD 100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100% 

3 Inspektorat 100,00% 0,00% 77,78% 100,00% 94,00% 100% 

4 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

92,31% 0,00% 100,00% 92,31% 
100,00% 100% 

5 Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 100% 

6 Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
85,00% 100% 

7 Badan Pendapatan Daerah 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100% 

8 Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
100,00% 100% 

9 Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

100,00% 41,67% 33,33% 100,00% 
100,00% 100% 

10 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

16,67% 16,67% 100,00% 16,67% 
100,00% 100% 

11 Dinas Arsip dan Perpustakaan 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 75,00% 100% 

12 Dinas Pemadam Kebakaran 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100% 

13 Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 
97,67% 100% 

14 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 
91,80% 0% 

15 Dinas Sosial  40,00% 30,00% 40,00% 40,00% 100,00% 100% 

16 Satuan Polisi Pamong Praja 87,50% 33,33% 71,43% 87,50% 96,91% 100% 

17 Dinas Pendidikan 100,00% 16,67% 100,00% 100,00% 75,00% 0% 

18 Dinas Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 

100,00% 25,00% 75,00% 100,00% 
97,10% 67% 

19 Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

87,50% 0,00% 75,00% 87,50% 
85,71% 100% 

20 Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
48,96% 100% 

21 Dinas Kesehatan 85,71% 0,00% 0,00% 85,71% 98,18% 100% 

22 RSUD Cibitung 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100% 

  HASIL KEGIATAN 81,96% 32,80% 58,41% 81,96% 88,73% 84,85% 

  

HASIL PERHITUNGAN 
INDIKATOR PROGRAM 
BIDANG PPM 

57,72% 81,96% 86,79% 
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Tabel 3.1.2.16 
Rekapitulasi perhitungan Tingkat Integrasi Perencanaan, Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan 

Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

NO PERANGKAT DAERAH 

TINGKAT INTEGRASI PERENCANAAN 

TINGKAT 
SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

TINGKAT KINERJA 
PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

RENSTRA 
DENGAN RPD 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

 RENJA 
DENGAN 

RKPD 
 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

 RENJA 
DENGAN 
RENSTRA 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

PROGRAM 
PRIORITAS DAERAH 

DENGAN 
PERANGKAT 

DAERAH 
 

RATA-RATA 
CAPAIAN 

PROGRAM 
PRIORITAS / 
PROGRAM 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

RATA-RATA 
CAPAIAN 
SASARAN 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

1 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

100,00% 100,00% 66,67% 100% 100,00% 50% 

2 Dinas Perdagangan 91,67% 8,33% 91,67% 92% 100,00% 50% 

3 Dinas Perindustrian 100,00% 50,00% 100,00% 100% 100,00% 100% 

4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

100,00% 0,00% 88,89% 100% 75,00% 100% 

5 Dinas Ketenagakerjaan 88,89% 0,00% 100,00% 89% 100,00% 0% 

6 Dinas Pariwisata 100,00% 0,00% 100,00% 100% 100,00% 100% 

7 Dinas Pertanian 100,00% 0,00% 100,00% 100% 100,00% 0% 

8 Dinas Perikanan 100,00% 40,00% 100,00% 100% 100,00% 100% 

9 Dinas Ketahanan Pangan 100,00% 0,00% 100,00% 100% 60,00% 100% 

  HASIL KEGIATAN 97,84% 22,04% 94,14% 97,84% 92,78% 66,67% 

  
HASIL PERHITUNGAN 
INDIKATOR BIDANG  
EKOSDA 

 1  4% 9  84%  9  2% 

 
 
 

Tabel 3.1.2.17 
Rekapitulasi perhitungan Tingkat Integrasi Perencanaan, Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan 

Tingkat Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

 

NO PERANGKAT DAERAH 

TINGKAT INTEGRASI PERENCANAAN 

TINGKAT 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 

TINGKAT KINERJA 
PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

RENSTRA 
DENGAN RPD 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

 RENJA 
DENGAN 

RKPD 
 

RATA-RATA 
KESELARASAN  

 RENJA 
DENGAN 
RENSTRA 

 

RATA-RATA 
KESELARASAN 

PROGRAM 
PRIORITAS DAERAH 

DENGAN 
PERANGKAT 

DAERAH 
 

RATA-RATA 
CAPAIAN 

PROGRAM 
PRIORITAS / 
PROGRAM 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

RATA-RATA 
CAPAIAN 
SASARAN 

PERANGKAT 
DAERAH 

 

1 Dinas Bina Marga, Bina 
Konstruksi dan Sumber Daya Air 

88,89% 0% 67% 89% 93,96% 100% 

2 Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan 

80,00% 0% 95% 80% 80% 83% 

3 Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang 

100,00% 50% 0% 100% 100% 100% 

4 Dinas Perhubungan 100,00% 20% 100% 100% 89% 67% 

5 Dinas Lingkungan Hidup 100,00% 57% 93% 100% 94% 100% 

6 Dinas Komunikasi, Informatika, 
Persandian dan Statistik 

100,00% 0% 100% 100% 94% 100% 

  HASIL KEGIATAN 94,82% 21,19% 75,75% 94,81% 92,00% 91,67% 

  
HASIL PERHITUNGAN 
INDIKATOR PROGRAM BIDANG  
FRASWIL 

63,92% 94,81% 91,83% 

 
  



 

62 

 

3.1.3  Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Tabel 3.1.3.1 

Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Tahun 2023 

 

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target Realisasi % 

5.01.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah yang 
sesuai dengan ketentuan 

11 Dokumen 11 Dokumen 100,00 

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 100,00 

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan 3 laporan 100,00 

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 Laporan 4 laporan 100,00 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan 
Perangkat Daerah 

3 Laporan 3 Laporan 100,00 

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

51 orang 51 orang 100,00 

5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 laporan 1 laporan 100,00 

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran  
SKPD 

19 laporan 19 laporan 100,00 

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen  
administrasi kepegawaian 
perangkat daerah 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 

5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1 dokumen 1 dokumen 100,00 

5.01.01.2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Tersedianya layanan administrasi 
umum perangkat daerah selama 
12 bulan 

8 Layanan 8 Layanan 100,00 

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang  
Disediakan 

3 paket 3 paket 100,00 

5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket  Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

2 paket 2 paket 100,00 

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   
Kantor   yang Disediakan 

2 paket 2 paket 100,00 

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

2 paket 2 paket 100,00 

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

1 dokumen 1 dokumen 100,00 

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

6 laporan 6 laporan 100,00 

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2 laporan 2 laporan 100,00 

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

2 dokumen 2 dokumen 100,00 

5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah barang milik daerah 
yang diadakan dalam satu 
tahun 

35 unit 35 unit 100,00 

5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   
Prasarana   Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

35 unit 35 unit 100,00 
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5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya layanan jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan perangkat 
daerah selama 12 bulan 

8 laporan 8 laporan 100,00 

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  
Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

2 laporan 2 laporan 100,00 

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   
Jasa   Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

6 laporan 6 laporan 100,00 

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah 
yang dipelihara dalam setahun 

105 unit 105 unit 100,00 

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

24 unit 24 unit 100,00 

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi 

1 unit 1 unit 100,00 

5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau Bangunan  
Lainnya yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

80 unit 80 unit 100,00 

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan 
dan Pendanaan 

Jumlah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

Jumlah Berita Acara Konsultasi 
Publik 

1 Berita 
Acara 

1 Berita Acara 100,00 

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan 
Forum SKPD/Lintas SKPD 

Jumlah Berita Acara Forum 
Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah 

1 Berita 
Acara 

1 Berita Acara 100,00 

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara 
Musrenbang Kabupaten/Kota 

1 Berita 
Acara 

1 Berita Acara 100,00 

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi 
oleh Kecamatan 

187 usulan 187 usulan 100,00 

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan 
(RPJPD/RPJMD/ RKP) 

2 dokumen 2 dokumen 100,00 

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Analisis Data 
dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 100,00 

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data 
untuk Penyusunan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3 Masukan 3 Masukan 100,00 

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

105 orang 105 orang 100,00 

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Buku Profil 
Pembangunan Daerah  yang 
Diterbitkan 

1 buku 1 buku 100,00 

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen laporan 
Capaian Program Prioritas 
Daerah 

1 Laporan 1 Laporan 100,00 

Jumlah Dokumen laporan 
capaian Sasaran Daerah 

1 Laporan 1 Laporan 100,00 

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah di Kabupaten/Kota 

Jumlah  Laporan Hasil 
Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

2 dokumen 2 dokumen 100,00 

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan  Hasil  Evaluasi  
Kinerja Pembangunan Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 100,00 
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5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah   Dokumen   Perencanaan   
Pembangunan Daerah  Bidang  
Pemerintahan  (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

4 dokumen 4 dokumen 100,00 

5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 

14 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang 
Pemerintahan Renstra/Renja 
Bidang Pemerintahan 

14 Perangkat 
Daerah 

14 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja    
dengaN RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pemerintahan 

3 laporan 3 laporan 100,00 

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

8 Perangkat 
Daerah 

8 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang 
Pembangunan Manusia 

8 Perangkat 
Daerah 

8 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan  RKPD/ 
RPJMD pada Bidang 
Pembangunan Manusia 

8 laporan 8 laporan 100,00 

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian dan SDA  

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 Perangkat 
Daerah 

7 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 Perangkat 
Daerah 

7 Perangkat 
Daerah 

100,00 
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5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/ RPJMD pada 
Bidang Perekonomian 

4 laporan 4 laporan 100,00 

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
SDA yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

4 dokumen 4 dokumen 100,00 

5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan PD 
Bidang SDA 

3 Perangkat 
Daerah 

3 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

3 Perangkat 
Daerah 

3 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang SDA 

2 laporan 2 laporan 100,00 

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

8 dokumen 8 dokumen 100,00 

5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

6 Perangkat 
Daerah 

6 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
dilakukan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

6 Perangkat 
Daerah 

6 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Infrastruktur 

6 laporan 6 laporan 100,00 

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

4 dokumen 4 dokumen 100,00 

5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Asistensi dalam 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

23 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat daerah yang 
dilakukan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

23 Perangkat 
Daerah 

23 Perangkat 
Daerah 

100,00 

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil  
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Kewilayahan 

2 laporan 2 laporan 100,00 
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3.1.4 Capaian Realisasi Keuangan 

Tabel 3.1.4.1 
Capaian Realisasi Keuangan 

Tahun 2023 

Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) 
Realisasi 

Keuangan 
% 

5.01 PERENCANAAN 28.033.659.781 26.183.580.735 93,40 

5.01.01. 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

18.343.895.000 16.751.430.435 91,31 

5.01.01.2.01     
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

401.964.000 395.410.345 98,37 

5.01.01.2.01.01       
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

76.541.000 74.019.600 96,71 

5.01.01.2.01.02       
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

26.240.000 25.879.750 98,63 

5.01.01.2.01.07       Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 299.183.000 295.510.995 98,77 

5.01.01.2.02     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.551.885.000 13.232.192.077 90,93 

5.01.01.2.02.01       Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.334.000.000 13.016.553.077 90,81 

5.01.01.2.02.05       
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

9.050.000 8.906.000 98,41 

5.01.01.2.02.07       
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

208.835.000 206.733.000 98,99 

5.01.01.2.05     
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

128.200.000 127.514.450 99,47 

5.01.01.2.05.03       
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

128.200.000 127.514.450 99,47 

5.01.01.2.06     Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.346.184.800 1.215.682.549 90,31 

5.01.01.2.06.02       
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

214.600.000 205.435.700 95,73 

5.01.01.2.06.03       Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.870.000 35.359.700 84,45 

5.01.01.2.06.04       Penyediaan Bahan Logistik Kantor 127.655.000 114.342.000 89,57 

5.01.01.2.06.05       
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

87.999.800 77.571.500 88,15 

5.01.01.2.06.06       
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

26.160.000 24.278.000 92,81 

5.01.01.2.06.08       Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.150.000 30.879.200 93,15 

5.01.01.2.06.09       
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

780.000.000 695.258.949 89,14 

5.01.01.2.06.10       
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

34.750.000 32.557.500 93,69 

5.01.01.2.07     
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.077.000.000 994.444.999 92,33 

5.01.01.2.07.10       
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

1.077.000.000 994.445.000 92,33 

5.01.01.2.08     
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

369.007.200 345.627.332 93,66 

5.01.01.2.08.02       
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

209.700.000 200.849.732 95,78 

5.01.01.2.08.04       
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

159.307.200 144.777.600 90,88 

5.01.01.2.09     
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

469.654.000 440.558.683 93,80 

5.01.01.2.09.01       

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

203.699.000 178.539.683 87,65 

5.01.01.2.09.09       
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

187.205.000 184.905.000 98,77 
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Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) 
Realisasi 

Keuangan 
% 

5.01.01.2.09.10       
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

78.750.000 77.114.000 97,92 

5.01.02.  
Program Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

5.104.022.700 4.926.123.272 96,51 

5.01.02.2.01     Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.749.506.000 1.649.187.372 94,27 

5.01.02.2.01.03       Pelaksanaan Konsultasi Publik 95.902.000 94.402.000 98,44 

5.01.02.2.01.04       
Koordinasi Pelaksanaan Forum 
SKPD/Lintas SKPD 

327.516.000 321.710.172 98,23 

5.01.02.2.01.05       
Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

583.850.000 572.734.500 98,10 

5.01.02.2.01.06       
Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

89.090.000 86.820.000 97,45 

5.01.02.2.01.07       
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

653.148.000 573.520.700 87,81 

5.01.02.2.02     
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

985.006.700 935.448.450 94,97 

5.01.02.2.02.01       
Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

813.926.700 781.434.450 96,01 

5.01.02.2.02.02       
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

44.180.000 38.105.000 86,25 

5.01.02.2.02.03       
Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

126.900.000 115.909.000 91,34 

5.01.02.2.03     
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

2.369.510.000 2.341.487.450 98,82 

 

5.01.02.2.03.01       
Koordinasi Pengendalian Perencanaan 
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
di Kabupaten/Kota 

1.726.500.000 1.703.449.750 98,66  

5.01.02.2.03.03       
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

643.010.000 638.037.700 99,23  

5.01.03  
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

4.585.742.081 4.506.027.027 98,26  

5.01.03.2.01     
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

2.599.151.000 2.545.663.552 97,94  

5.01.03.2.01.01       

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

150.973.543 150.579.000 99,74  

5.01.03.2.01.02       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

45.578.709 42.015.000 92,18  

5.01.03.2.01.03       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

63.959.259 61.849.600 96,70  

5.01.03.2.01.04       

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan 

113.541.842 109.469.500 96,41  

5.01.03.2.01.05       

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

277.183.158 276.597.000 99,79  

5.01.03.2.01.06       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

136.814.848 133.321.750 97,45  

5.01.03.2.01.07       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

647.676.881 628.959.852 97,11  
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Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) 
Realisasi 

Keuangan 
% 

5.01.03.2.01.08       

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

1.163.422.760 1.142.871.850 98,23  

5.01.03.2.02     
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA  

1.144.826.781 1.125.941.875 98,35  

5.01.03.2.02.01       

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

180.112.900 178.681.500 99,21  

5.01.03.2.02.02       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

35.159.000 32.915.600 93,62  

5.01.03.2.02.03       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian 

218.620.000 216.659.950 99,10  

5.01.03.2.02.04       

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian 

318.674.800 309.333.000 97,07  

5.01.03.2.02.05       
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

100.000.000 99.070.000 99,07  

5.01.03.2.02.06       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

17.674.500 17.409.000 98,50  

5.01.03.2.02.07       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA 

114.815.000 114.044.600 99,33  

5.01.03.2.02.08       
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 

159.770.581 157.828.225 98,78  

5.01.03.2.03     
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

841.764.300 834.421.600 99,13  

5.01.03.2.03.01       

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

100.295.000 99.006.000 98,71  

5.01.03.2.03.02       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

17.850.000 17.279.000 96,80  

5.01.03.2.03.03       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

313.550.300 312.131.200 99,55  

5.01.03.2.03.04       

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur 

175.857.300 172.984.800 98,37  

5.01.03.2.03.05       

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

45.700.000 44.741.000 97,90  

5.01.03.2.03.06       
Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

5.990.000 5.871.000 98,01  

5.01.03.2.03.07       

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

119.371.700 119.371.600 100,00  

5.01.03.2.03.08       

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan 

63.150.000 63.037.000 99,82  

JUMLAH 28.033.659.781 26.183.580.735 93,40  



 

69 

 

Tabel 3.1.4.2 
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023

 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

   28.033.659.781  0  28.033.659.781  5.577.807.172  11.795.813.589  14.779.883.364  26.183.580.735  26.183.580.735  26.183.580.735  93,4 

PERENCANAAN   28.033.659.781  0  28.033.659.781  5.577.807.172  11.795.813.589  14.779.883.364  26.183.580.735  26.183.580.735  26.183.580.735  93,4 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah (poin) 

64,74 18.343.895.000 0 0 64,74 18.343.895.000 0 4.019.595.200 0 8.766.651.067 0 11.750.720.842 92,95 16.751.430.436 92,95 16.751.430.436 92,95 16.751.430.436 143,57 91,32 

 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
(dokumen) 

11,00 401.964.000 0 0 11 401.964.000 1 32.318.800 4 66.879.400 2 155.824.400 4 395.410.345 11 395.410.345 11 395.410.345 100 98,37 

 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah     Dokumen     Perencanaan     
Perangkat Daerah (dokumen) 

4,00 76.541.000 0 0 4 76.541.000 1 17.601.800 1 27.534.200 0 39.204.200 2 74.019.600 4 74.019.600 4 74.019.600 100 96,71 

 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD (laporan) 

3,00 26.240.000 0 0 3 26.240.000 1 10.889.000 1 16.122.000 1 16.122.000 0 25.879.750 3 25.879.750 3 25.879.750 100 98,63 

 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   
Perangkat Daerah (laporan) 

4,00 299.183.000 0 0 4 299.183.000 0 3.828.000 1 23.223.200 1 100.498.200 2 295.510.995 4 295.510.995 4 295.510.995 100 98,77 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Cakupan pelayanan administrasi 
keuangan (dokumen) 

3,00 14.551.885.000 0 0 3 14.551.885.000 1 2.493.678.669 2 6.758.778.822 0 9.241.499.099 0 13.232.192.077 3 13.232.192.077 3 13.232.192.077 100 90,93 

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    Menerima    
Gaji    dan Tunjangan ASN 
(orang/bulan) 

0,00 14.334.000.000 0 0 51 14.334.000.000 51 2.471.586.669 51 6.691.482.822 51 9.107.905.099 51 13.016.553.077 51 13.016.553.077 51 13.016.553.077 100 90,81 

 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 
(laporan) 

1,00 9.050.000 0 0 1 9.050.000 0 8.906.000 1 8.906.000 0 8.906.000 0 8.906.000 1 8.906.000 1 8.906.000 100 98,41 

 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran  SKPD 
(dokumen) 

19,00 208.835.000 0 0 19 208.835.000 4 13.186.000 4 58.390.000 4 124.688.000 7 206.733.000 19 206.733.000 19 206.733.000 100 98,99 

 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah pegawai yang terlayani 
administrasi kepegawaiannya 
(Orang ) 

0,00 128.200.000 0 0 0 128.200.000 0 24.735.200 0 53.670.250 0 83.321.250 0 127.514.450 0 127.514.450 0 127.514.450 0 99,47 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen  Pendataan  dan  
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian (dokumen) 

0,00 128.200.000 0 0 1 128.200.000 1 24.735.200 1 53.670.250 1 83.321.250 1 127.514.450 1 127.514.450 1 127.514.450 100 99,47 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Tersedianya layanan administrasi 
umum perangkat daerah selama 12 
bulan (Layanan) 

8,00 1.346.184.800 0 0 8 1.346.184.800 0 292.380.350 0 532.229.300 0 733.269.029 8 1.215.682.549 8 1.215.682.549 8 1.215.682.549 100 90,31 

 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan (paket) 

0,00 214.600.000 0 0 3 214.600.000 3 168.241.050 3 171.409.600 3 171.409.600 3 205.435.700 3 205.435.700 3 205.435.700 100 95,73 

 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah  Paket  Peralatan  Rumah  
Tangga  yang Disediakan (paket) 

0,00 41.870.000 0 0 2 41.870.000 0 2.980.000 2 35.359.700 2 35.359.700 2 35.359.700 2 35.359.700 2 35.359.700 100 84,45 

 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   
Kantor   yang Disediakan (paket) 

0,00 127.655.000 0 0 2 127.655.000 2 15.396.200 2 27.506.000 2 63.551.000 2 114.342.000 2 114.342.000 2 114.342.000 100 89,57 

 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(paket) 

0,00 87.999.800 0 0 2 87.999.800 2 9.258.600 2 27.110.500 2 27.110.500 2 77.571.500 2 77.571.500 2 77.571.500 100 88,15 

 
Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 
yang Disediakan (dokumen) 

0,00 26.160.000 0 0 1 26.160.000 1 4.160.000 1 8.099.000 1 8.099.000 1 24.278.000 1 24.278.000 1 24.278.000 100 92,81 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu (laporan) 

6,00 33.150.000 0 0 6 33.150.000 0 1.595.000 2 3.190.000 2 3.190.000 2 30.879.200 6 30.879.200 6 30.879.200 100 93,15 

 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan    
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
(laporan) 

0,00 780.000.000 0 0 2 780.000.000 2 90.749.500 2 257.959.500 2 422.954.229 2 695.258.949 2 695.258.949 2 695.258.949 100 89,14 

 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 
(dokumen) 

2,00 34.750.000 0 0 2 34.750.000 0 0 1 1.595.000 1 1.595.000 0 32.557.500 2 32.557.500 2 32.557.500 100 93,69 

 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Tersedianya Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah (Unit) 

35,00 1.077.000.000 0 0 35 1.077.000.000 35 906.600.000 0 966.400.000 0 966.400.000 0 994.445.000 35 994.445.000 35 994.445.000 100 92,33 

 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   
Prasarana   Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 
(unit) 

41,00 1.077.000.000 0 0 41 1.077.000.000 40 906.600.000 0 966.400.000 0 966.400.000 1 994.445.000 41 994.445.000 41 994.445.000 100 92,33 

 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah selama 12 
Bulan (%) 

0,00 369.007.200 0 0 8 369.007.200 8 61.368.972 8 129.873.180 8 172.967.580 8 345.627.332 8 345.627.332 8 345.627.332 100 93,66 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan (laporan) 

0,00 209.700.000 0 0 2 209.700.000 2 36.639.372 2 71.349.180 2 71.349.180 2 200.849.732 2 200.849.732 2 200.849.732 100 95,78 

 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan (laporan) 

0,00 159.307.200 0 0 6 159.307.200 6 24.729.600 6 58.524.000 6 101.618.400 6 144.777.600 6 144.777.600 6 144.777.600 100 90,88 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah pada 
SKPD dalam kondisi baik (Unit) 

105,00 469.654.000 0 0 105 469.654.000 0 208.513.209 0 258.820.115 0 397.439.484 105 440.558.683 105 440.558.683 105 440.558.683 100 93,8 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajaknya (unit) 

24,00 203.699.000 0 0 24 203.699.000 0 23.608.209 10 62.555.115 5 151.474.484 9 178.539.683 24 178.539.683 24 178.539.683 100 87,65 

 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang Dipelihara 
/Direhabilitasi (unit) 

1,00 187.205.000 0 0 1 187.205.000 0 184.905.000 1 184.905.000 0 184.905.000 0 184.905.000 1 184.905.000 1 184.905.000 100 98,77 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau  Bangunan           
Lainnya           yang 
dipelihara/Direhabilitasi (unit) 

80,00 78.750.000 0 0 80 78.750.000 0 0 25 11.360.000 25 61.060.000 30 77.114.000 80 77.114.000 80 77.114.000 100 97,92 

PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

1. Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah (%) 

100 5.104.022.700 0 0 100 5.104.022.700 0 763.909.872 0 1.566.507.422 0 1.566.507.422 54,18 4.926.123.272 54,18 4.926.123.272 54,18 4.926.123.272 54,18 96,51 

 

2. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Propinsi dan 
Nasional dengan Program Prioritas 
Pemerintah Daerah (%) 

68  0  68  0  0  0  99  99  99  145,59  

 3. Tingkat Kinerja Pengendalian 
Pembangunan Daerah (%) 

65  0  65  0  0  0  88,74  88,74  88,74  136,52  

 Penyusunan Perencanaan 
dan Pendanaan 

Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(kali) 

5,00 1.749.506.000 0 0 5 1.749.506.000 0 634.287.772 0 1.103.704.672 0 1.103.704.672 5 1.649.187.372 5 1.649.187.372 5 1.649.187.372 100 94,27 

 Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

Jumlah Berita Acara Konsultasi 
Publik (Berita Acara) 

1,00 95.902.000 0 0 1 95.902.000 1 94.402.000 0 94.402.000 0 94.402.000 0 94.402.000 1 94.402.000 1 94.402.000 100 98,44 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah 

Jumlah     Berita     Acara     Forum     
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah (Berita Acara) 

1,00 327.516.000 0 0 1 327.516.000 1 321.710.172 0 321.710.172 0 321.710.172 0 321.710.172 1 321.710.172 1 321.710.172 100 98,23 

 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara  Musrenbang 
Kabupaten/Kota (Berita Acara) 

1,00 583.850.000 0 0 1 583.850.000 1 113.250.000 0 572.734.500 0 572.734.500 0 572.734.500 1 572.734.500 1 572.734.500 100 98,1 

 Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Jumlah     Usulan     yang     
Terverifikasi     oleh Kecamatan 
(Usulan) 

187,00 89.090.000 0 0 187 89.090.000 187 86.820.000 0 86.820.000 0 86.820.000 0 86.820.000 187 86.820.000 187 86.820.000 100 97,45 

 

Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) 
(Dokumen) 

2,00 653.148.000 0 0 2 653.148.000 0 18.105.600 0 28.038.000 1 28.038.000 1 573.520.700 2 573.520.700 2 573.520.700 100 87,81 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

 

Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Tersedianya  Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah (dokumen) 

3,00 985.006.700 0 0 3 985.006.700 0 55.034.600 0 107.298.000 0 107.298.000 3 935.448.450 3 935.448.450 3 935.448.450 100 94,97 

 
Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan    Daerah    (Semua    
Perencanaan Pembangunan Daerah) 
(Masukan) 

3,00 813.926.700 0 0 3 813.926.700 0 55.034.600 0 107.298.000 1 107.298.000 2 781.434.450 3 781.434.450 3 781.434.450 100 96,01 

 

Pembinaan dan 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 
(orang) 

105,00 44.180.000 0 0 105 44.180.000 0 0 0 0 0 0 105 38.105.000 105 38.105.000 105 38.105.000 100 86,25 

 
Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah  yang Diterbitkan (buku) 

1,00 126.900.000 0 0 1 126.900.000 0 0 0 0 0 0 1 115.909.000 1 115.909.000 1 115.909.000 100 91,34 

 

Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Tersusunnya laporan Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan  Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(dokumen) 

2,00 2.369.510.000 0 0 2 2.369.510.000 0 74.587.500 0 355.504.750 0 355.504.750 2 2.341.487.450 2 2.341.487.450 2 2.341.487.450 100 98,82 

 

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah di Kabupaten/Kota 

Jumlah        Laporan        Hasil        
Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
(laporan) 

2,00 1.726.500.000 0 0 2 1.726.500.000 0 1.812.500 1 240.466.250 0 240.466.250 1 1.703.449.750 2 1.703.449.750 2 1.703.449.750 100 98,66 

 

Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah     Laporan     Hasil     
Evaluasi     Kinerja Pembangunan 
Daerah (laporan) 

4,00 643.010.000 0 0 4 643.010.000 0 72.775.000 1 115.038.500 1 115.038.500 2 638.037.700 4 638.037.700 4 638.037.700 100 99,23 

PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

1. Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan (%) 

100 4.585.742.081 0 0 100 4.585.742.081 0 794.302.100 0 1.462.655.100 0 1.462.655.100 63,92 4.506.027.027 63,92 4.506.027.027 63,92 4.506.027.027 63,92 98,26 

 

1. Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia (%) 

100  0  100  0  0  0  57,72  57,72  57,72  57,72  

 

2. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia (%)  

68  0  68  0  0  0  81,96  81,96  81,96  120,53  

 3. Tingkat Kinerja Proses 
Pengendalian Pembangunan Daerah  

65  0  65  0  0  0  86,79  86,79  86,79  133,52  
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia (%) 

 

1. Tingkat Integrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam (%) 

100  0  100  0  0  0  71,34  71,34  71,34  71,34  

 

2. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam (%) 

68  0  68  0  0  0  97,84  97,84  97,84  143,88  

 

2. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 
Program Prioritas Daerah dengan 
Perangkat Daerah Bidang  
Infrastruktur dan Kewilayahan (%) 

68  0  68  0  0  0  94,81  94,81  94,81  139,43  

 

3. Tingkat Kinerja Proses 
Pengendalian Pembangunan Daerah  
Bidang  Infrastruktur dan 
Kewilayahan (%) 

65  0  65  0  0  0  91,83  91,83  91,83  141,28  

 

3. Tingkat Kinerja Proses 
Pengendalian Pembangunan Daerah  
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 
Alam (%) 

65  0  65  0  0  0  79,72  79,72  79,72  122,65  

 
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia 
(dokumen) 

8,00 2.599.151.000 0 0 8 2.599.151.000 0 388.781.750 0 766.025.150 0 766.025.150 8 2.545.663.552 8 2.545.663.552 8 2.545.663.552 100 97,94 

 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) (dokumen) 

4,00 150.973.543 0 0 4 150.973.543 0 0 2 15.595.000 1 15.595.000 1 150.579.000 4 150.579.000 4 150.579.000 100 99,74 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
Pemerintahan (Perangkat Daerah) 

14,00 45.578.709 0 0 14 45.578.709 14 23.880.000 14 26.343.000 14 26.343.000 14 42.015.000 14 42.015.000 14 42.015.000 100 92,18 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 
(Perangkat Daerah) 

14,00 63.959.259 0 0 14 63.959.259 14 6.621.600 14 22.674.000 14 22.674.000 14 61.849.600 14 61.849.600 14 61.849.600 100 96,7 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pemerintahan 
(laporan) 

3,00 113.541.842 0 0 3 113.541.842 0 3.000.000 1 8.801.000 1 8.801.000 1 109.469.500 3 109.469.500 3 109.469.500 100 96,41 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

  

 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) (dokumen) 

8,00 277.183.158 0 0 8 277.183.158 0 3.828.000 4 13.066.000 2 13.066.000 2 276.597.000 8 276.597.000 8 276.597.000 100 99,79 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
Pembangunan Manusia (Perangkat 
Daerah) 

8,00 136.814.848 0 0 8 136.814.848 8 11.715.000 8 21.812.000 8 21.812.000 8 133.321.750 8 133.321.750 8 133.321.750 100 97,45 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang 
Pembangunan Manusia (Perangkat 
Daerah) 

8,00 647.676.881 0 0 8 647.676.881 8 38.103.600 8 80.191.000 8 80.191.000 8 628.959.852 8 628.959.852 8 628.959.852 100 97,11 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Pembangunan 
Manusia (laporan) 

8,00 1.163.422.760 0 0 8 1.163.422.760 0 301.633.550 4 577.543.150 2 577.543.150 2 1.142.871.850 8 1.142.871.850 8 1.142.871.850 100 98,23 

 
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Bidang Perekonomian 
dan SDA (Sumber Daya Alam) 
(dokumen) 

8,00 1.144.826.781 0 0 8 1.144.826.781 0 225.458.050 0 358.455.050 0 358.455.050 8 1.125.941.875 8 1.125.941.875 8 1.125.941.875 100 98,35 

 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) (dokumen) 

8,00 180.112.900 0 0 8 180.112.900 0 100.820.250 5 114.218.250 1 114.218.250 2 178.681.500 8 178.681.500 8 178.681.500 100 99,21 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
Perekonomian (Perangkat Daerah) 

7,00 35.159.000 0 0 7 35.159.000 7 4.828.000 7 11.894.800 7 11.894.800 7 32.915.600 7 32.915.600 7 32.915.600 100 93,62 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang 
Perekonomian (Perangkat Daerah) 

7,00 218.620.000 0 0 7 218.620.000 7 31.398.200 7 68.993.000 7 68.993.000 7 216.659.950 7 216.659.950 7 216.659.950 100 99,1 

 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 

Jumlah        Laporan        Hasil        
Sinkronisasi Renstra/Renja    dengan    

4,00 318.674.800 0 0 4 318.674.800 0 10.070.000 2 16.827.000 0 16.827.000 2 309.333.000 4 309.333.000 4 309.333.000 100 97,07 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

RKPD/RPJMD    pada Bidang 
Perekonomian (laporan) 

 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) 
(dokumen) 

4,00 100.000.000 0 0 4 100.000.000 0 47.124.000 2 80.338.000 1 80.338.000 1 99.070.000 4 99.070.000 4 99.070.000 100 99,07 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
SDA (Perangkat Daerah) 

3,00 17.674.500 0 0 3 17.674.500 3 5.216.000 3 7.892.000 3 7.892.000 3 17.409.000 3 17.409.000 3 17.409.000 100 98,5 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang SDA 
(Perangkat Daerah) 

3,00 114.815.000 0 0 3 114.815.000 3 18.782.600 3 46.257.000 3 46.257.000 3 114.044.600 3 114.044.600 3 114.044.600 100 99,33 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah        Laporan        Hasil        
Sinkronisasi Renstra/Renja    dengan    
RKPD/RPJMD    pada Bidang SDA 
(laporan) 

2,00 159.770.581 0 0 2 159.770.581 0 7.219.000 1 12.035.000 0 12.035.000 1 157.828.225 2 157.828.225 2 157.828.225 100 98,78 

 
Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi 
Perencanaan Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan (dokumen) 

8,00 841.764.300 0 0 8 841.764.300 0 180.062.300 0 338.174.900 0 338.174.900 8 834.421.600 8 834.421.600 8 834.421.600 100 99,13 

 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) (dokumen) 

8,00 100.295.000 0 0 8 100.295.000 0 78.857.500 6 86.817.500 1 86.817.500 1 99.006.000 8 99.006.000 8 99.006.000 100 98,71 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
Infrastruktur (Perangkat Daerah) 

6,00 17.850.000 0 0 6 17.850.000 6 0 6 5.604.000 6 5.604.000 6 17.279.000 6 17.279.000 6 17.279.000 100 96,8 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 
(Perangkat Daerah) 

6,00 313.550.300 0 0 6 313.550.300 6 51.168.200 6 91.737.000 6 91.737.000 6 312.131.200 6 312.131.200 6 312.131.200 100 99,55 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah        Laporan        Hasil        
Sinkronisasi Renstra/Renja    dengan    
RKPD/RPJMD    pada Bidang 
Infrastruktur (laporan) 

6,00 175.857.300 0 0 6 175.857.300 0 5.947.000 3 51.607.400 1 51.607.400 2 172.984.800 6 172.984.800 6 172.984.800 100 98,37 

 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 

4,00 45.700.000 0 0 4 45.700.000 0 29.625.000 4 44.741.000 0 44.741.000 0 44.741.000 4 44.741.000 4 44.741.000 100 97,9 
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Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator  
Kinerja Program  

(outcome)/ 
Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 
Tahun 2023-2026 

(Akhir Periode Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD  
sampai 
dengan 

Renja SKPD  
Tahun Lalu 

(Tahun 
2022) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja SKPD  

Tahun berjalan (Tahun 
2023) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja 

SKPD yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan  
Anggaran Renstra  

SKPD s/d tahun 2023 
(Akhir Tahun  

Pelaksanaaan Renja  
SKPD Tahun 2023) 

Tingkat Capaian 
Kinerja  

Dan Realisasi 
Anggaran  

Renstra SKPD s/d  
tahun 2023 

(%) I II III IV 

3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 

Bidang Kewilayahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) (dokumen) 

 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Asistensi dalam 
Penyusunan Renstra/Renja Bidang 
Kewilayahan (Perangkat Daerah) 

23,00 5.990.000 0 0 23 5.990.000 23 0 23 4.371.000 23 4.371.000 23 5.871.000 23 5.871.000 23 5.871.000 100 98,01 

 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 
(Perangkat Daerah) 

23,00 119.371.700 0 0 23 119.371.700 23 12.231.600 23 34.214.000 23 34.214.000 23 119.371.600 23 119.371.600 23 119.371.600 100 100 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah        Laporan        Hasil        
Sinkronisasi Renstra/Renja    dengan    
RKPD/RPJMD    pada Bidang 
Kewilayahan (laporan) 

2,00 63.150.000 0 0 2 63.150.000 0 2.233.000 1 19.083.000 0 19.083.000 1 63.037.000 2 63.037.000 2 63.037.000 100 99,82 

        28.033.659.781  5.577.807.172  11.795.813.589  14.779.883.364  26.183.580.735  26.183.580.735  26.183.580.735 88,5 93,4 

                     Tinggi 
Sangat 
tinggi 
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BAB IV 

FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG 

KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM  

DAN KEGIATAN 
 

 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten 

Bekasi Tahun 2023, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor 

pendorong yang mempengaruhi pencapaian kinerja ditinjau dari sasaran Rencana Kerja 

Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut:  

Tabel 4.1 
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja 

Sasaran Renja 
Bappeda Tahun 2023 

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

Terwujudnya 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Pembangunan Daerah 
menuju Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
berkualitas. 

1. Adanya tahapan penjejangan 
kinerja/cascading Perangkat Daerah 
yang mengakibatkan perubahan 
pemetaan indikator program dan 
kegiatan pada dokumen 
perencanaan PD. Penyusunan 
cascading  dilakukan antara  
tahapan penyusunan Renja Awal PD 
dengan Renstra Awal PD,  sehinga 
terdapat perbedaan-perbedaan 
antara dokumen perencanaan RPD-
RKPD, RKPD-Renja, Renstra-Renja 

2. Verifikasi dokumen  Renja belum 
memperhatikan aspek  keselarasan 
antar dokumen perencanaan mulai 
dari dokumen perencanaan daerah, 
perangkat daerah dan dokumen 
pengganggaran perangkat daerah.  

1. Telah dilakukan penjejangan 
kinerja pada tingkat daerah 
dan perangkat daerah sampai 
dengan pembagian peran 
individu pegawai yang 
dituangkan pada indikator 
kinerja individu bulanan. 

2. Penyusunan dokumen 
perencanaan pemerintah 
daerah sudah berpedoman 
pada dokumen perencanaan 
pembangunan nasional dan 
propinsi Jawa Barat.  

3. Adanya inovasi 
pembangunan daerah 
sebagai solusi atas 
permasalahan daerah.  
 

 1. Evaluasi terhadap capaian sasaran 
perangkat daerah telah dilakukan 
verfikasi dan validasi sesuai dengan 
dokumen perencanaan, namun 
pada indikator capaian program 
belum dilakukan verifikasi dan 
validasi secara mendalam. 

1. Telah dilakukan evaluasi atas 
capaian sasaran dan program 
pada perangkat daerah.  
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Tercapai
69%

Tidak Tercapai
31%

Status Capaian Indikator Program

Tercapai

Tidak Tercapai

 
BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan  

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Bekasi merupakan bentuk pengendalian dalam memastikan ketercapaian kinerja antara 

dokumen Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil 

analisis evaluasi Renja BAPPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2023 bahwa pada indikator-

indikator sasaran BAPPEDA Kabupaten Bekasi yang ditujukan untuk mencapai sasaran 

daerah secara umum telah tercapai, dengan capaian masuk kategori sangat tinggi 

sebagaimana tabel berikut.  

Tabel 5.1  
Capaian Indikator Sasaran Bappeda Tahun 2023 

Indikator Sasaran Bappeda 
Target 
2023 

Realisasi 
2023 

Status Ketecapaian 

Indeks Perencanaan 84,17 Poin 87,15 Poin Tercapai 

Indeks Kinerja Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

65 Poin 90,41 Poin Tercapai 

Sementara itu, pada capaian indikator kinerja program dari 13 indikator program 

BAPPEDA Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) atau sebesar 

69,00% indikator program telah tercapai, dan 4 (empat) indikator tidak tercapai atau 

sebesar 31,00%, sebagaimana berikut.  

Gambar 5.1. Diagram Status Capaian Indikator Program 
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Beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target indikator kinerja 

yaitu : 

- adanya tahapan penjejangan kinerja/cascading Perangkat Daerah yang 

mengakibatkan perubahan pemetaan indikator program dan kegiatan pada 

dokumen perencanaan PD. Penyusunan cascading dilakukan antara  tahapan 

penyusunan Renja Awal PD dengan Renstra Awal PD,  sehinga terdapat 

perbedaan-perbedaan antara dokumen perencanaan RPD-RKPD, RKPD-Renja, 

Renstra-Renja,  

- verifikasi dokumen Renja belum memperhatikan aspek keselarasan antar 

dokumen perencanaan mulai dari dokumen perencanaan daerah, perangkat 

daerah dan dokumen pengganggaran perangkat daerah 

- evaluasi terhadap capaian sasaran perangkat daerah telah dilakukan verfikasi dan 

validasi sesuai dengan dokumen perencanaan, namun pada indikator capaian 

program belum dilakukan verifikasi dan validasi secara mendalam.  

Untuk itu, peningkatan kualitas dokumen perencanaan pada perangkat daerah 

membutuhkan dukungan (komitmen) dari semua pihak baik disamping perlunya 

penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan 

berbasis pada bukti (evidence). 

5.2  Rencana Tindak Lanjut  

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

1) Melakukan penyusunan Penjenjangan Kinerja/Critical Success Factor (CSF) pada 

tahapan sebelum penyusunan dokumen RPJMD. 

2) Melakukan verifikasi dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 

agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah, antar lain dengan 

penambahan instrumen (kertas kerja bidang) pada tahapan verifikasi rencana 

kerja awal perangkat daerah yang memuat keselarasan antara dokumen RPJMD – 

RKPD -  RENSTRA – RENJA -  DPA.  

3) Evaluasi terhadap capaian sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah 

dilakukan secara mendalam yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi atas 

bukti dukung realisasi capaian perangkat daerah. 
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Demikian laporan evaluasi rencana kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 ini disusun sebagai instrumen evaluasi kinerja 

dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk perbaikan kinerja pada 

periode-periode mendatang. 

Bekasi,29 Desember 2023 
KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN BEKASI 

 
 
 
 
 

 




